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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

dengan karunia dan rahmat-Nya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-

2043 dapat diselesaikan dengan baik. 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043 

dilakukan untuk memberikan dasar kajian terhadap penyusunan Raperda tentang 

RTRW di Provinsi Papua Tengah agar diperoleh peraturan yang mampu mengatur 

lingkungan dan kehidupan masyarakat dengan baik serta tidak menimbulkan 

permasalahan di masa yang akan datang. 

Akhir kata, kami berharap isi dari Naskah Akademik Peraturan Daerah 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Papua Tengah Tahun 2023-

2043 ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah dalam 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ke depannya.  

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan 

Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, kepada semua pihak terkait kami mohon 

untuk dapat memberikan saran/masukan demi kesempurnaan buku ini. Atas 

partisipasinya kami ucapkan terima kasih. 

 

 

                         

Nabire,    Desember 2023 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan bahwa pembangunan 

nasional dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, tertahap, 

dan berkelanjutan dengan mengembangkan penataan ruang dalam suatu tata 

lingkungan yang dinamis dan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. 

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penataan ruang 

adalah suatu system perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang merupakan proses 

dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini 

mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata 

ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang yang 

dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi. Rencana tata ruang merupakan hasil 

dari perencanaan tata ruang (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). 

Perencanaan tata ruang merupakan salah satu kebijakan sebagai upaya untuk 

melaksanakan program pembangunan berupa struktur dan pola ruang. 

Perencanaan tata ruang di Indonesia dituangkan dalam suatu kebijakan hukum 

yang mendasari seluruh kegiatan penataan ruang. Adapun kebijakan tersebut 

tertera dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta 

aturan dibawahnya yaitu PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang. 

Provinsi Papua Tengah merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang 

merupakan hasil dari pemekaran Provinsi Papua. Pembentukan Provinsi Papua 

Tengah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 tertanggal 25 Juli 2022. 

Sebagaimana tercantumkan dalam UU bahwa kehadiran provinsi Papua Tengah 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menata daerah tersebut agar 

pelayanan publik yang dihadirkan lebih optimal. Sebagai provinsi yang baru 

terbentuk tentunya Provinsi Papua Tengah memiliki sejumlah pekerjaan, seperti 

melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana 

serta prasarana pemerintah, pemberdayaan serta peningkatan sumber daya 

manusia, dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Pada UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua 

Tengah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 berbunyi òPemerintah Provinsi Papua 
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Tengah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undanganó. Sebagaimana diamanatkan 

dari UU tersebut untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah diperlukan 

penyusunan Rencana tata ruang tersebut. 

Adapun penyusunan rencana tata ruang diawali dari rencana umum tata 

ruang yang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun 

berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas 

rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan 

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana umum tata ruang nasional 

adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang 

disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian 

perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar 

lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan 

operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah 

provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan 

sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran 

dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. 

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke 

dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai 

dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi 

secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke 

dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam 

operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata 

ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan 

kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan 

subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam 

pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan 

sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana 

rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana 

detail tata ruang.  

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tengah 

berfungsi sebagai:  

1) Materi keruangan dari pembangunan daerah; 

2) Dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Papua 

Tengah; 
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3) Alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta 

keserasian antar sektor; 

4) Alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat 

dan swasta; 

5) Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang; 

6) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang. 

Penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek 

sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan 

konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika 

sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. 

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatar belakangi oleh berbagai 

aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan 

komunikasi dan transportasi serta sebab- sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut 

akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang 

bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik melalui kegiatan manusia di 

dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan 

mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang. 

Penyusunan RTRW Provinsi disusun dengan memperhatikan mekanisme yang 

telah diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP 

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. RTRW Provinsi 

memuat materi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur 

ruang, rencana pola ruang; kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang, 

dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi.  

Dalam pelaksanaannya, RTRW Provinsi Papua Tengah merujuk pada 

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata Cara Penyusunan, 

Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang yang terdiri dari 

beberapa tahap yaitu persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan 

analisis data, penyusunan konsep, dan penyusunan dan pembahasan rancangan 

peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sebagai Provinsi 

yang baru terbentuk diharapkan akan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang 

secara efisien dan optimal bagi berbagai alternatif kegiatan, sebaliknya suatu 

kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang. 

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berupaya 

menyusun RTRW Provinsi Papua Tengah yang akan disahkan melalui Peraturan 
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Daerah Provinsi Papua Tengah, sehingga perlu dilakukan kajian dalam bentuk 

Naskah Akademik sebagai bahan rujukan untuk penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-

2043 tersebut. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam kajian ini perlu 

dirumuskan beberapa masalah untuk mengeksplorasi solusi terhadap masalah-

masalah tersebut secara ilmiah terkait pemikiran dan alasan-alasan pentingnya 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Papua Tengah 

Tahun 2023-2043. Pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pembentukan dan penerapan 

peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan penataan ruang di 

Provinsi Papua Tengah?  

2. Apa urgensi disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi 

Papua Tengah Tahun 2023-2043? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Papua 

Tengah Tahun 2023-2043?  

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan 

jangkauan serta arah pengaturan RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-

2043? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) adalah naskah hasil penelitian atau 

pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah 

tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi 

terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Peraturan Daerah akan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya 

tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 

Tahun 2011, tetapi perlu pula dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam 
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terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya serta diawali dengan 

pembentukan Naskah Akademik terlebih dahulu. 

Naskah Akademik diperlukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah 

yang bertujuan agar peraturan yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem 

hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Sistem hukum nasional sebagaimana 

diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya 

serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan 

mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dengan adanya Naskah Akademik, dapat meminimalisir permasalahan pada 

peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan, seperti ketika perlu 

menyampaikan judicial review di kemudian hari. Akibat yang ditimbulkan dengan 

tidak adanya Naskah Akademik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah 

antara lain Peraturan Daerah tersebut menjadi tidak tepat guna atau tingkat 

keberhasilannya tidak seperti yang diharapkan. Hal ini bisa diminimalisir, 

mengingat dengan adanya Naskah Akademik yang paling sedikit memuat dasar 

filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur membuat 

Peraturan Daerah yang dihasilkan menjadi lebih tepat guna dengan tingkat 

keberhasilan seperti yang diharapkan. 

Pada Akhirnya, kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan 

untuk menghasilkan suatu kajian hukum dan hasil penelitian terkait Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah 

Tahun 2023-2043 yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam suatu 

rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan 

hukum masyarakat di Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya dijadikan dasar 

sebagai acuan penyusunan Peraturan Daerah terkait. 

Sedangkan yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah  

sebagai berikut: 

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan dan 

penerapan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan penataan 

ruang di Provinsi Papua Tengah. 

2. Merumuskan urgensi permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan 

pembentukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar 
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hukum penyelesaian permasalahan dalam penataan ruang, khususnya dalam 

penyusunan RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043. 

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Papua 

Tengah Tahun 2023-2043. 

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan 

jangkauan serta arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043. 

1.4 Urgensi Penyusunan RTRW Provinsi Papua Tengah 

Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi 

Papua Tengah Tahun 2023-2043, yaitu: 

1. Adanya rujukan peraturan yang khusus dalam penyelenggaraan penataan 

ruang di Wilayah Provinsi Papua Tengah;  

2. Untuk memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah 

Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang; 

3. Adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah 

Perencanaan Provinsi Papua Tengah; 

4. Adanya aturan yang dapat mengharmonisasikan hubungan antar sektor yang 

terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah Provinsi Papua 

Tengah; 

5. Adanya kepastian dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi tumpang 

tindih atau benturan kewenangan antara instansi satu dengan instansi 

lainnya; 

6. Adanya jaminan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan 

ruang di Wilayah Perencanaan Provinsi Papua Tengah. 

1.5 Metode Penelitian 

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU 

Nomor 12 Tahun 2011 telah diuraikan di atas terkait dengan penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-

2043 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian 

lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai 

solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.  
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Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap 

permasalahan hukum (legal issue) yang diteliti sangat tergantung kepada cara 

pendekatan (approach) yang digunakan.1 Jika cara pendekatan tidak tepat, maka 

bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW 

Provinsi Papua Tengah 2023-2043 pada dasarnya merupakan suatu kegiatan 

penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang 

berbasiskan metode penelitian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011. 

Permasalahan penataan ruang merupakan suatu sistem dinamika yang 

multikompleks, maka pertimbangan berbagai aspek secara ilmiah perlu 

dipertemukan melalui pendekatan lintas sektoral dan pendekatan multidisipliner 

dan interdisipliner. Terkait dengan metode penelitian interdisipliner dan 

multidisipliner dapat diuraikan berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagai 

berikut. 

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam semua penelitian yang 

interdisipliner dan multidisipliner titik tolaknya selalu berasal dari satu disiplin ilmu 

dan didominasi oleh ilmu tersebut.2 Dengan demikian disiplin ilmu lain hanyalah 

berfungsi sebagai pembantu atau pendukung. Penelitian interdisipliner dan multi-

disipliner di satu pihak menunjukkan pada keterbatasan tiap disiplin ilmu, tetapi di 

lain pihak juga membuktikan adanya interdependensi fungsional yang timbal balik 

antar berbagai (metode penelitian dari) disiplin ilmu. Dengan adanya 

interdependensi antar berbagai disiplin ilmu (termasuk metodenya), maka akan 

diperoleh suatu reliabilitas/keterandalan pengetahun yang bersifat holistik 

(paripurna).3 

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan pendapat beberapa ahli yang telah 

diuraikan di atas, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW 

Provinsi Papua Tengah 2023-2043 ini menggunakan metode penelitian 

multidisipliner, dengan titik tolak dan dominasi disiplin ilmu hukum, karena 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 

adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya 

terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

 
1 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 299. 
2 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, 

hlm. 176. 
3 Ibid, hlm. 177. 
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mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi 

terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.  

Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif 

akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu 

hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi 

hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.4 

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan 

metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian 

sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah 

(terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan 

pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil 

penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat 

dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar 

pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali 

dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-

undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta 

penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait 

dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.  

 

  

 
4Opcit, Johnny Ibrahim, hlm. 300. 
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BAB 2  

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 
 

 

 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Penataan Ruang 

Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, ruang adalah òwujud fisik wilayah dalam 

dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam 

melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang 

layakó. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang 

adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dan 

sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang 

secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 angka 5 UU 

26/2007). Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek 

Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang 

(susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang 

berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis 

memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budidaya). 

Penataan ruang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 yang diikuti dengan diterbitkannya berbagai Peraturan Pemerintah (PP) 

sebagai peraturan operasionalisasinya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa tujuan penataan ruang adalah 

untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan 

berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Sesuai 

dengan tujuannya maka sasaran yang hendak dicapai dalam penataan ruang ini, 

adalah: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan 

buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; (c) terwujudnya 

perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan 

akibat pemanfaatan ruang.  



 

2-2 
 

Oleh karena ruang sebagai sarana utama dalam melaksanakan kegiatan 

sehari-hari bagi segenap mahluk hidup yang ada, keberadaan ruang perlu di tata 

dengan baik dan benar sehingga berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan 

bagi kelangsungan hidup bersama. Penataan ruang yang dilakukan meliputi 

struktur ruang yang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional maupun 

pola ruang yang merupakan wujud fisik distribusi peruntukan ruang dalam suatu 

wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 

ruang untuk fungsi budidaya.  

Konsep penataan ruang memuat tujuan dan sasaran yang bersifat 

kewilayahan dengan klasifikasi sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang 

adalah bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama 

kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan 

(pasal 4). Selanjutnya dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah 

ditegaskan mengenai kriteria penataan ruang yang meliputi:  

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan 

sistem internal perkotaan;  

2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari 

kawasan lindung dan kawasan budi daya;  

3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri atas penataan 

ruang wilayah nasional, penataaan ruang wilayah provinsi, dan 

penataan ruang wilayah kabupaten/kota;  

4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan 

ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan perdesaan. 

5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas 

penataan ruang kawasan strategis nasional, penatan ruang kawasan 

strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota.  

Untuk melengkapi serta memperjelas tujuan dan sasarannya, maka 

kegiatan penataan ruang dilakukan melalui penyelenggaraan penataan ruang yang 

terdiri dari empat proses utama, yakni: (a) Pengaturan, upaya pembentukan 

landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam 

penataan ruang; (b) Pembinaan, upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang 

yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; (c) 

Pelaksanaan, upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan 
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perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 

(d) Pengawasan, upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, selain 

merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan 

ruang ini sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (legal 

instrument) dalam mewujudkan tujuannya melalui suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal 

tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum 

Administrasi Negara.  

Hukum penataan ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang adalah hukum yang berwujud pengaturan atas struktur ruang sebagai 

susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang 

berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis 

memiliki hubungan fungsional sehingga pola ruang yang merupakan bentuk fisik 

pendistribusian atas peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi 

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi 

daya terpenuhi sesuai amanah undang-undang. 

Untuk menciptakan kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang wilayah 

nasional, penataan ruang wilayah provinsi serta penataan ruang wilayah 

kabupaten/kota harus dilakukan secara berjenjang dan komplementer. 

Komplementer yang dimaksud adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, 

penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota 

saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalam penyelenggaraannya tidak 

terjadi tumpang tindih kewenangan.  

Sebagai sumber daya, ruang pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. 

Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, 

dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, 

serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung 

jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses 

perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan 

keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan 

antarpemangku kepentingan.  

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan 

untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan 

keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi 

terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. 
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Oleh karenanya dalam penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah 

administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan 

negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, 

termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek 

kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan 

kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, 

sosial, budaya, dan lingkungan yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan 

strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan. 

UU. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN) maupun Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, menghendaki adanya sebuah integrasi dokumen rencana tata ruang dengan 

dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, UU No. 17 Tahun 2007 tentang 

RPJP Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang 

dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan 

pembangunan. Pengintegrasian dilakukan dengan melihat kesesuaian antara 

rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan 

perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal maupun eksternal 

sebagai akibat dari adanya kebijakan pemerintah provinsi sendiri maupun 

pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai program kegiatan 

pembangunan strategis skala regional maupun nasional. Sebagaimana ketentuan 

tersebut di atas maka pedoman dan petunjuk teknis sinkronisasi rencana tata ruang 

dan rencana pembangunan yang ada telah mengamanatkan perlunya dilakukan 

suatu penilaian antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan. Penilaian 

kesesuaian atas perencanaan yang mengindikasikan perlunya keintegrasian 

dokumen perencanaan.  

Sehingga wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan 

batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, 

penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 

wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota yang pada 

setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan 

administratif. Dalam subsistem tersebut, terdapat sumber daya manusia dengan 

berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, 

dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak 
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ditata dengan baik dapat mendorong kearah ketidakseimbangan pembangunan 

antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Sebagaimana telah 

disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah sebenarnya adalah hasil 

perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif. 

2.1.2 Konsep Wewenang 

Wewenang dalam hukum tata negara dideskripsikan sebagai kekuasaan 

hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan 

dengan kekuasaan. Sedangkan wewenang, jika mengacu pada pengertian authority 

dalam Blackõs Law Dictionary (Garner dan Black, 2009:152), diartikan sebagai: òthe 

right or permission to act legally on anotherõs behalf; the power of one person to affect 

anotherõs legal relations by acts done in accordance with the otherõs manifestation of 

assent; the power delegated by a principal to an agent.ó 

Menurut Maarseveen dalam Hadjon (1997:1), wewenang terdiri atas tiga 

komponen, yaitu: 

1. pengaruh, menunjukkan bahwa wewenang ditujukan untuk mengendalikan 

perilaku subjek hukum; 

2. dasar hukum, yaitu wewenang harus memiliki dasar hukum; 

3. konformitas, menunjukkan bahwa adanya standar wewenang.  

Wewenang dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu: 

a. Atribusi 

Atribusi menurut Van Wijk dan Konijnenbelt merupakan cara normal dalam 

memperoleh wewenang pemerintahan. Atribusi dalam memperoleh wewenang 

membuat keputusan (besluit) bersumber langsung kepada undang-undang dalam 

arti materiil. Dengan demikian yang dapat membentuk wewenang adalah organ 

yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Hadjon, 1997:3). 

b. Delegasi 

Hadjon (1997) mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan 

disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu 

diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan 

atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-

undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan 
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yang berasal dari pelimpahan. Hadjon (1997) pada dasarnya membuat perbedaan 

antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur 

pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ 

pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan 

tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak 

dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan 

berpegang dengan asas contrarius actus. Artinya, setiap perubahan, pencabutan 

suatu peraturan pelaksanaan perundang - undangan, dilakukan oleh pejabat 

yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang 

setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam 

rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab 

dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat 

dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.  

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh 

badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang 

pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara 

lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi 

wewenang. Tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 

menjelaskan pengertian delegasi. Pengertian delegasi dapat mengacu pada 

pengertian yang dirumuskan oleh Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) Artikel 

10:13, yaitu: òOnder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een 

bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander 

die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent (terjemahan GALA: ôDelegationõ 

meansthe transfer by an administrative authority of its power to make orders to 

another one, who assumes responsibility for the exercise of this power).ó Dengan 

demikian konsep delegasi merupakan konsep pengalihan wewenang dari satu 

badan tata usaha negara kepada badan tata usaha negara lainnya. Tanggung 

jawab atas wewenang tersebut menjadi tanggung jawab delegataris (yang 

menerima wewenang). Hal tanggung jawab inilah yang nantinya membedakan 

konsep delegasi dan mandate. 
 

c. Mandat 

Mandat merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepada 

bawahan misalnya untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang member 

mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat yang memberi mandate 

(Hadjon, 1997:12).  Pengertian yang serupa dapat dilihat pada Artikel 10:1 AWB, 
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bahwa mandat disebut sebagai: òéde bevoegdheid om in naam van een 

bestuursorgaan besluiten te nemen.ó (éthe power to make orders in the name of an 

administrative authority). Dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada 

pemberi. Inilah yang membedakan antara mandat dan delegasi. Oleh karena itu 

penerima mandat tidak dapat menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha 

negara. Selain itu, perbedaan antara mandat dan delegasi adalah pemberi mandat 

dapat menggunakan lagi wewenang atas mandat tersebut. 

Setiap wewenang dibatasi oleh isi/materi wewenang, wilayah wewenang, dan 

waktu. Jika wewenang yang dilaksanakan melampaui batas-batas tersebut maka 

yang timbul adalah kondisi-kondisi berikut (Hadjon, 1994):  

1. onbevoegdheid ratione materiae atau ketidakwenangan karena materi 

yaitu pemerintah oleh peraturan perundang-undangan tidak diberikan 

wewenang untuk melakukan tindakan yang dilakukannya. Misalnya, 

seorang Gubernur tidak berwenang untuk mencabut Peraturan Daerah 

karena Peraturan Daerah hanya dapat dicabut oleh Peraturan Daerah 

yang dibuat bersama-sama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

2. Onbevoegdheid ratione loci atau ketidakwenangan karena pemerintah 

tidak berwenang untuk melakukan tindakan pemerintahan di wilayah 

tersebut.  

3. Onbevoegdheid ratione temporis atau ketidakwenangan pemerintah 

karena terlampauinya batas waktu. Misalnya, tindakan pemerintah 

dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

tidak berlaku lagi. 

Wewenang memang memiliki batas, tetapi bisa terjadi suatu kondisi tidak 

diatur dalam peraturan perundang-undangan padahal tindakan pemerintah 

diperlukan dalam kondisi tersebut. Hal ini bisa saja terjadi karena tidak mungkin 

semua kondisi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sinilah 

pentingnya konsep diskresi atau freies ermessen. Hadjon (2011:14) 

mendefinisikan diskresi (discretionary power) sebagai konsep hukum 

administrasi Inggris, sedangkan freies ermessen adalah konsep hukum 

administrasi Jerman. Kedua istilah tersebut biasa digunakan untuk menyebut 

kekuasaan bebas.  

Menurut Darumurti (2016), diskresi dapat didefinisikan sebagai bentuk 

wewenang pada badan atau pejabat pemerintah yang memungkinkan mereka 

untuk melakukan pilihan-pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan/atau 
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tindakan faktual dalam lingkup tindakan pemerintah. Diskresi dimiliki oleh 

pemerintah karena pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang 

kehidupan sosial Namun diskresi bukan berarti bebas tanpa batas sama sekali. 

Garner dan Black (2009:152) menjelaskan discretion sebagai: òwise conduct and 

management; cautious discernment; prudenceó atau òindividual judgement; the 

power of free decision makingó sedangkan administrative discretion diartikan 

sebagai: òa public officialõs or agencyõs power to exercise judgement in the discharge 

of its duties.ó 

Pengertian diskresi dalam Blackõs Law Dictionary (Garner dan Black, 2009) 

tersebut menunjukkan bahwa di balik kebebasan untuk membuat keputusan 

terdapat juga aspek kehati-hatian yang perlu diperhatikan. Kebebasan bertindak 

yang ada dalam konsep diskresi tidak dapat dilakukan dengan benar-benar 

bebas. Kebebasan bertindak dalam diskresi tidak pula menunjukkan bahwa 

administrasi negara bebas dari Undang-Undang. Menurut Kranenburg, 

sebagaimana dikutip Hadjon (1985), kebebasan yang dimaksud dalam diskresi 

adalah kebebasan karena tidak ada pengaturan. Diskresi perlu dilakukan karena 

Undang-Undang tidak merinci apa yang terjadi secara konkret dan hal itulah yang 

harus dicari sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu tetap ada keterikatan pada 

peraturan perundang-undangan saat tindakan pemerintah dilakukan atas dasar 

diskresi (Hadjon, 1985:45). Perlunya batasan-batasan dalam diskresi juga 

dikemukakan oleh Ronald Dworkinyang menganalogikandiskresi sebagai lubang 

roti donat yang dikelilingi oleh pembatasnya berupa roti itu sendiri. Secara 

paradoksal, diskresi tidak akan eksis jika tidak terdapat batasan-batasan yang 

mengelilinginya (Dworkin, 1978:31). Tidak absolutnya kebebasan bertindak juga 

diutarakan Matthew Groves, sebagaimana dikutip Simanjuntak (2011:33), yang 

mendefinisikan diskresi sebagai: òéchoice-namely, that an official who is granted 

power to act or decide is also granted the freedom to choose from a range of possible 

outcomes which an exercise of that power might allow. But administrative law has 

long decreed that this freedom is not absolute. Even the most discretionary powers 

are not taken to be arbitrary power.ó 

Konsep diskresi yang penting bagi kajian ini adalah bahwa ketika diskresi 

digunakan dalam pemerintahan maka berlaku perlindungan hukum kepada 

badan/pejabat yang bersangkutan. Perlindungan hukum bagi badan/pejabat 

yang melakukan diskresi adalah jaminan imunitas dari tindakan judicial review 

oleh hakim. Hal ini terkenal dengan adagium òkebijakan tidak dapat diadili.ó 

Dalam hukum tata negara atau hukum administrasi Amerika Serikat, isu 
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pengujian terhadap kebijakan termasuk dalam kategori political question atau 

nonjusticiable issue yaitu pengadilan akan menahan diri untuk tidak melakukan 

intervensi (self-restraint) atas kekuasaan pemerintah yang sifatnya sangat 

teknikal. Menurut Sunstein dalam Darumurti (2016:36-37), dasar pertimbangan 

pengadilan untuk tidak melakukan intervensi terhadap tindakan diskresi 

pemerintah adalah argumen pragmatisme, yaitu judges lack expertise and they 

are not politically accountable. 

2.1.3 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang 

Tugas negara dalam penyelenggaraan penatan ruang meliputi dua hal, 

yaitu; (a) police making, ialah penentuan haluan negara; (b) task executing, yaitu 

pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh Negara (Ridwan, 

2006:13). Di era otonomi daerah ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas 

dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Pengurusan sendiri kewenangan dimaksud untuk 

memberi keleluasaan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat.  

Keleluasaan kewenangan ini adalah sesuai dengan amanat UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diamandemen dengan UU 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dengan 

kewenangannya dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kewenangannya. 

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, negara juga memberikan 

kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah 

daerah, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, dimana dalam penyelenggaraan penataan ruang ini dilakukan 

dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Adapun wewenang pemerintah dalam 

penyelenggaraan penataan ruang meliputi:  

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta 

terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota; 

2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; 

3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional. 
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Dalam penjelasan selanjutnya ditetapkan mengenai kewenangan 

pemerintah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi: 

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota serta terhadap 

pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan 

kabupaten/kota; 

2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 

3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan 

4. Kerjasama penataan ruang antarprovinsi dan kewenangan memfasilitasi 

kerjasama penataan ruang antarkabupaten/kota. 

Masing-masing pemerintah daerah diharapkan bisa menyusun perencanaan 

tata ruang wilayah yang baik sehingga dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pelaksanaan 

pemanfaatan ruang itu sendiri memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang 

sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 

2.1.4 Teori Lingkungan 

Cepatnya laju perkembangan pembangunan dan urbanisasi dalam beberapa 

dekade terakhir berakibat pada meningkatnya kebutuhan akan ruang dan sumber 

daya alam. Tingkat penggunaan ruang dan eksploitasi sumber daya alam yang tinggi 

tercatat di berbagai kawasan dunia dan telah melampaui kemampuan lingkungan 

untuk memulihkan diri ke kondisi semula. Hal ini berakibat pada kondisi 

lingkungan yang buruk dan menurunnya kualitas hidup penduduk di kawasan 

tersebut. 

Permasalahan yang sama dapat ditemukan di berbagai kawasan di 

Indonesia. Orientasi pembangunan yang hanya memperhatikan aspek ekonomi dan 

kepentingan kelompok tertentu menyebabkan timbulnya berbagai masalah 

lingkungan dan konflik sosial. Pencemaran, kerusakan ekosistem, terancam 

punahnya spesies rentan sampai kepada dampak perubahan iklim menjadi isu 

strategis yang tidak dapat diabaikan lagi. Konflik sosial yang terjadi juga dapat 

mengancam keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan wilayah. 

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan dengan menggunakan AMDAL 

(Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai instrumen kajian lingkungan 

menghadapi keterbatasan karena cakupannya yang sempit dan hanya terfokus pada 

mitigasi dampak proyek yang dikaji. Instrumen AMDAL tidak dapat menjadi alat 
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pencegahan kerusakan lingkungan yang berakar dari arahan kebijakan, rencana, 

dan program (KRP) pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. 

Berangkat dari kesadaran bahwa pembangunan yang berkelanjutan perlu 

memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, 

muncul berbagai upaya untuk mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan 

lingkungan ke dalam perumusan KRP. Upaya-upaya inilah yang kemudian menjadi 

dasar munculnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau secara 

internasional lebih dikenal sebagai Strategic Environmental Assessment (SEA). 

Ada beragam definisi KLHS yang diusulkan oleh para akademisi, peneliti, 

dan praktisi. Beragamnya definisi ini berasal dari perbedaan pendekatan KLHS yang 

diterapkan. Dapat dikatakan, tidak ada definisi KLHS yang dianut secara universal 

oleh semua pihak (Koesrijanti et al. 2007a). Namun secara umum, KLHS dapat 

dipahami sebagai proses kajian formal, sistematik, dan komprehensif untuk 

mengevaluasi dampak lingkungan suatu kebijakan, rencana, dan program dan 

mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam KRP tersebut 

(Abaza dkk, 2004). Dari beragam pemahaman KLHS yang ada, pelaksanaan KLHS 

secara umum memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Memberi kontribusi dalam proses pengambilan keputusan agar 

berorientasi pada prinsip keberlanjutan, melalui: 

a. Analisa dampak lingkungan dan sosial yang akan timbul 

b. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan risiko global yang akan 

muncul 

c. Pertimbangan alternatif-alternatif yang mengaplikasikan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan 

2. Memperkuat dan memfasilitasi pelaksanaan AMDAL di aras proyek atau 

rencana usaha/kegiatan, melalui:  

a. Identifikasi dini lingkup dan dampak potensial serta kebutuhan 

informasi  

b. Identifikasi isu-isu dan pandangan-pandangan strategis yang terkait 

dengan justifikasi proyek atau rencana usaha/kegiatan  

3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik dalam 

proses pengambilan keputusan, melalui: 

a. Integrasi pertimbangan ilmiah dan penerapan prinsip-prinsip 

keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan 

b. Dialog dan diskusi terbuka dengan para pihak yang berkepentingan 

serta penyelenggaraan konsultasi publik 
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Pelaksanaan KLHS dalam proses pengambilan keputusan akan 

meningkatkan mutu kebijakan, rencana dan program yang dihasilkan, karena 

pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penyusunan KRP telah 

memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, berdasarkan data akurat, serta telah 

melibatkan para pihak yang berkepentingan dan masyarakat publik. Selain itu, 

penyelenggaraan KLHS juga dapat menjadi proses pembelajaran bersama bagi 

seluruh pihak yang terlibat, agar memahami pentingnya apresiasi lingkungan hidup 

dalam setiap pengambilan keputusan demi terwujudnya pembangunan 

berkelanjutan. 

Dasar pelaksanaan KLHS di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(selanjutnya disingkat sebagai UUPPLH). Dalam undang-undang ini disebutkan 

bahwa KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyusun 

KRP, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kewajiban pelaksanaan KLHS 

bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau dalam 

setiap KRP yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. 

Pelaksanaan KLHS diwajibkan pada penyusunan atau evaluasi kebijakan-kebijakan 

berikut: 

1. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya,  

2. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), 

3. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dan 

4. Kebijakan, rencana, program yang berpotensi menimbulkan dampak 

dan/atau risiko lingkungan hidup. 

Berdasarkan UUPPLH, KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: 

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap 

kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; 

2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau 

program; dan 

3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, 

rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

Hasil KLHS diharuskan menjadi dasar penyusunan KRP suatu wilayah. 

Apabila dalam proses KLHS didapati bahwa daya dukung dan daya tampung 
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lingkungan telah terlampaui, maka KRP yang sedang dikaji wajib diperbaiki sesuai 

dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah 

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus dilarang.  

RTRW Provinsi Papua Tengah sebagai kebijakan yang menjadi acuan dalam 

pemanfaatan ruang di Provinsi Papua Tengah, mempunyai pengaruh besar dalam 

menentukan arah perkembangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, dalam 

penyusunannya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan 

berlandaskan kajian yang objektif.  

Peraturan perundangan Indonesia mewajibkan pelaksanaan KLHS dalam 

penyusunan RTRW dan RDTR, sehingga proses penyusunan RTRW dan RDTR ini 

harus didampingi dengan pelaksanaan KLHS. Perlu disadari bahwa 

penyelenggaraan KLHS bukan untuk memenuhi kewajiban perundang-undangan 

semata, namun bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada 

prinsip-prinsip keberlanjutan, akuntabel, transparan dan juga partisipatif.  

Terdapat delapan prinsip KLHS yang menjadi panduan dasar dalam 

pelaksanaan KLHS:  

1. Sesuai kebutuhan (fit-for-purpose) ð proses KLHS harus disesuaikan 

dengan konteks dan karakteristik KRP yang dikaji; 

2. Didorong oleh motif lingkungan (objectives-led) ð proses KLHS harus 

dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan prioritas aspek 

lingkungan; 

3. Berorientasi pada prinsip keberlanjutan dan terpadu (sustainability-

oriented and integrated) ð proses KLHS harus mengintegrasikan 

pertimbangan ekonomi dan sosial serta aspek lainnya bila perlu; 

4. Komprehensif (comprehensive-scope) ð KLHS harus mencakup semua aras 

dan ragam kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan; 

5. Transparan (transparent) ð KLHS harus dapat memberi informasi yang 

jelas, mudah dipahami dan terbuka untuk publik; 

6. Efektif-biaya (cost-effective) ð KLHS harus mencapai tujuannya dalam 

batasan informasi, waktu dan pendanaan yang wajar; 

7. Relevan (relevant) ð KLHS harus fokus pada isu-isu yang penting; dan 

8. Praktis (practical) ð hasil KLHS harus mudah diaplikasikan, berorientasi 

pada pemecahan masalah. 

Berdasarkan dari prinsip-prinsip tersebut dan pertimbangan atas jenis dan 

skala informasi serta tenggat waktu pelaksanaan, penyelenggaraan KLHS atas 

RTRW ini menerapkan pendekatan berikut: 
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1. Makro ð pembatasan skala informasi yang digunakan dan kedalaman 

analisis pada cakupan yang bersifat makro; 

2. Fokus ð pembahasan difokuskan pada isu-isu strategis pembangunan 

berkelanjutan dan muatan RTRW yang mempengaruhinya; 

3. ilmiah ð penyusunan dan analisis data dilaksanakan dengan 

memperhatikan keakuratan data yang tersedia dan kaidah-kaidah 

analisis ilmiah;  

4. Kualitatif ð analisis yang dihasilkan bersifat kualitatif, mengacu pada 

tingkat kedalaman dan kerincian muatan RTRW yang makro; 

5. Konseptual ð perumusan alternatif dan rekomendasi perbaikan muatan 

RTRW bersifat umum dan konseptual serta disesuaikan dengan tingkat 

kerincian kebijakan RTRW;  

6. Iteratif ð proses analisis disesuaikan dengan perkembangan proses 

penyusunan revisi RTRW serta forum diskusi dan konsultasi publik yang 

akan dilaksanakan. 

2.2 Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan 

Penyusunan Norma 

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang 

umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang 

terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam 

peraturan perundang-undangan dan putusan hukum, yang merupakan hukum 

positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum 

dalam peraturan konkrit tersebut.5 

Oleh karena itu, pilihan asas haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan 

penataan ruang. Asas-asas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam ketentuan-

ketentuan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 

Tengah tahun 2023-2043. 

2.2.1 Asas dan Norma Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2042 

Untuk menggali dasar timbulnya timbulnya ilmu perundang-undangan, 

dapat dipahami dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, 

negara yang berdasarkan pada hukum (rechstaat), dalam arti negara pengurus 

(verzorgingsstaat). 
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Mengambil sebagian dari teks Pembukaan UUD 1945, pada alinea ke-4 

berbunyi, sebagai berikut: òUntuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia 

yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial.ó Memperhatikan kandungan alinea-4 tersebut, maka 

tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum 

tersebut, maka tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan 

kesejahteraan umum tersebut, menjadi sangat penting kedudukan dan fungsi dari 

arti pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. 

Sebagai bentuk dukungan pentingnya pembentukan peraturan perundang-

undangan A. Hamid S. Attamimi menyatakan pembentukan hukum tertulis sangat 

perlu sebagai berikut: òHukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru 

yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, dalam rangka memenuhi kebutuhan 

kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa 

berkembang juga mutlak òmenjembatanió antara lingkup laku aneka adat dan hukum 

tertulis lainnya atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis 

dalam hal-hal pihak-pihak menghendakinya.ó 

Selanjutnya menurut Burkradt Krems suatu ilmu pengetahuan perundang-

undangan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkarakter interdisipliner, dalam 

pengertian ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya seperti politik dan sosiologi 

yang secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Pertama, teori 

perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan 

makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif. Kedua, ilmu perundang-

undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan 

peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. 

Kemudian Bagir Manan menegaskan peraturan perundang-undangan 

adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan 

yang berwenang yang berisi antara lain aturan-aturan tingkah laku yang bersifat 

atau mengikat secara umum.6 

Terkait dengan ruang lingkup teori peraturan perundang-undangan secara 

umum, maka perlu diselaraskan pemahaman terhadap pembentukan peraturan 

perundang-undangan, baik dalam arti materiil maupun dalam arti formal. 

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dikemukakan beberapa aspek penting 

 
6 Bagir Manan, Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996, hlm. 

1. 
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mengenai asas hukum, norma hukum dan asas-asas pembentukan hukum dalam 

sub pokok bahasan berikut ini. 

a. Asas Hukum 

Menggali makna dari sudut bahasa òAsasó adalah sebuah kata benda yang 

berarti:7 

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); 

2. Dasar cita-cita; 

3. Hukum dasar: tindakannya itu melanggar kemanusiaan tempat kelahiran: 

asas yang menentukan bahwa tempat lahirlah yang menentukan 

kewenangan kewarganegaraan seseorang. 

Asas berasal dari bahasa Inggris, principle yang artinya sebagaimana 

dikemukakan oleh Henry Campbell Black adalah:  

òA fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which 
furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal 
determination. A truth or proposition so clear that it can not be proved or 
contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes 
the essence of a body or its constituent parts. That which pertains to the thoretical 
part of a science.ó 

Pengertian principle di atas apabila diterjemahkan secara bebas memiliki arti 

bahwa principle adalah suatu kebenaran atau doktrin yang fundamental; aturan 

atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau keaslian bagi 

lainnya; aturan tingkah laku, prosedur atau penentuan hukum yang mantap. 

Suatu kebenaran atau dalil yang jelas yang tidak dapat dibuktikan atau 

dipertentangkan kecuali dengan suatu dalil lain yang lebih memperjelas. Principle 

menetapkan intisari dari keseluruhan atau sebagian dari apa yang diaturnya dan 

menyinggung bagian teoritis dari suatu ilmu. 

Asas hukum dimaknai sebagai suatu perpaduan antara kata òasasó dan 

òhukumó. Rusli Effendy memberikan penegasan kata òasasó merupakan 

terjemahan dari òprincipleó yang berarti: òbasic truth or general law of cause and 

effect. Principle is a fundamental truth or doctrine, as a law; a comprehensive rule 

or doctrine which funishes a basis or origin for other.ó8 

Paul Scholten mendefinisikan asas hukum (rechtbeginsel) tidak sama 

dengan bukan aturan hukum (rechtsregel), walaupun demikian aturan hukum 

 
7 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, _, hlm. 70. 
8 Rusli Effendy, dkk, Teori Hukum, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang, hlm.28. 
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tidak dapat dimengerti tanpa bantuan asas-asas hukum. Jadi dapat dikatakan 

asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami 

norma hukum. 

Dalam pembentukan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Papua Tengah ada beberapa asas-asas yang melatarbelakanginya yaitu 

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi 

muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penataan ruang. 

b. Norma Hukum 

Antara asas hukum dan norma hukum tidaklah dapat dipisahkan dalam 

pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum merupakan 

aturan, pola, standar yang harus diikuti. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans 

Kelsen bahwa norma hukum menurut fungsinya adalah memerintah (gebieten); 

melarang (verbieten); mengusahakan (ermachtigen); membolehkan (erlauben) dan 

menyimpangkan dari ketentuan (derogieren). Hans Kelsen juga memberikan 

ketegasan bahwa norma hukum memberi arti yang sangat penting terhadap 

keberlakuan suatu aturan peraturan perundang-undangan. Sahnya keberlakuan 

suatu peraturan perundang-undangan terjadi manakala sesuai dengan norma 

hukum yang lebih tinggi yang dikenal dalam teori hukum murni. 

D.W.P. Ruiter menegaskan secara teoritis suatu peraturan perundang-

undangan menurut norma yang bersifat perintah (gebod), larangan (verbod), 

perizinan (toetstemming), dan pembebasan (virjstelling). Keberlakuan norma dari 

suatu peraturan perundang-undangan sering dibedakan antara norma umum 

(algemeen) dan norma individual (individueel), dan antara yang abstrak (abstract), 

dan yang konkrit (concreet). Untuk norma individual dan norma umum 

dititikberatkan kepada semua orang, sekelompok orang atau hanya orang-orang 

tertentu. Norma abstrak dan norma konkrit dititikberatkan kepada hal-hal 

(peristiwa, keadaan, dan perbuatan). Yang diatur dalam norma adalah hal-hal 

tertentu atau yang tidak atau belum diatur.  

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), 

segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan 

kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. 

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011 

diundangkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagai pengganti 

dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
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Perundang-undangan (UU Nomor 10 Tahun 2004) yang diperlukan sebagai 

tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan 

berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan 

dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya sebagaimana 

dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2011. Dengan 

perkataan lain, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus 

berdasarkan pada konsep atau norma dasar (good norms) dan sekaligus dalam 

rangka memberikan pengayaan dan penyamaan pemahaman tentang apa yang 

perlu dilakukan dan bagaimana proses dilakukan dalam penyusunan suatu 

peraturan perundang-undangan tersebut (good process). 

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang dan mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 

2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: òPeraturan Perundang-undangan 

adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang dan mengikat secara umum.ó  Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat 

diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan 

yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: 

a. peraturan tertulis; 

b. dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; 

c. mengikat secara umum. 

Unsur pertama menyangkut bentuk produk hukum yang dikatakan sebagai 

peraturan perundang-undangan. Produk hukum dapat dibuat secara lisan, tetapi 

ada pula yang dibuat secara tertulis. Dalam kaitan dengan hal ini, semua produk 

hukum yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan mesti dalam 

bentuk tertulis. Dengan kata lain, tidak dikenal adanya produk hukum berupa 

peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan lisan. 

Unsur kedua menyangkut subjek yang membentuk suatu produk hukum 

yang dinamakan sebagai peraturan perundang-undangan itu, mestilah lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang. Dalam kaitan dengan ini, kewenangan 

menjadi begitu penting, hanya lembaga negara yang diberikan kewenangan atau 

mempunyai kewenangan dalam pembuatan produk hukum yang dimaksud saja 

yang dapat membuat peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pula 

apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu 



 

2-19 
 

peraturan tertulis dalam bentuk statutory law atau statutory legislations, disebut 

pula legislative acts, yaitu kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan 

(regeling) pada dasarnya merupakan domain kewenangan lembaga legislatif yang 

berdasarkan prinsip kedaulatan merupakan kewenangaan eksklusif para wakil 

rakyat yang berdaulat untuk menentukan sesuatu peraturan yang mengikat dan 

membatasi kebebasan setiap individu warga negara (presumption of liberty of the 

souvereign people). Dalam proses pembentukan legislative acts, peranan lembaga 

legislatif sangat menentukan keabsahan materiel peraturan yang dimaksud. 

Dengan peranan lembaga legislatif yang sangat menentukan itu berarti peranan 

para wakil rakyat yang dipilih dan mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat 

dari mana kedaulatan negara berasal sangat menentukan keabsahan dan daya 

ikat peraturan perundang-undangan itu untuk umum.  

Unsur ketiga, bahwa produk hukum itu mesti ditujukan kepada umum. 

Dalam hal ini bukan ditujukan kepada individu atau dalam bidang hukum sering 

kali digunakan istilah òbersifat mengaturó. Hal ini memang tepat karena produk 

hukumnya saja sudah disebut sebagai peraturan perundang-undangan maka 

tentu juga dituujukan kepada publik, khalayak, atau kepada masyarakat, bukan 

kepada pribadi tertentu. Peraturan tertulis yang bersifat umum (algemenen 

verbindende voorschiften) berisi norma hukum yang menurut Hans Kelsen bersifat 

umum dan abstrak (general and abstract norms). Norma-norma hukum yang 

bersifat mengatur (regeling) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak 

(general and abstract norms) itu dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang 

disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Disebut peraturan (regels) 

karena produk hukum tersebut memang merupakan hasil atau outcome dari 

suatu rangkaian aktivitas pengaturan (regeling). 

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana 

ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, diperlukan berbagai persyaratan 

yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, 

teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Persyaratan yang berkaitan 

asas, UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan 

peraturan perundang-undangan dan asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum 

peraturan perundang-undangan yang diaturnya. 

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (algemene 

beginselen van behoorlijk wetgeving) dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur 

dalam Pasal 5 yang menyatakan  bahwa dalam membentuk Peraturan 
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Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik meliputi: 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan 

f. kejelasan rumusan 

g. keterbukaan 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain harus berdasarkan  

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 

ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga harus memuat asas-asas materi muatan 

peraturan perundang-undangan: 

a. pengayoman 

b. kemanusiaan 

c. kebangsaan 

d. kekeluargaan  

e. kenusantaraan 

f. bhineka tunggal ika 

g. keadilan 

h. kesamaam kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

i. ketertiban, kepastian hukum, dan atau 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas 

materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 

Tahun 2011 menyatakan bahwa selain asas-asas materi muatan peraturan 

perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas 

lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang 

bersangkutan. 

2.2.2 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah tahun 2023-2043 terdapat beberapa asas-

asas yang melatarbelakanginya yaitu asas-asas dalam membentuk peraturan 

perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-



 

2-21 
 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-

undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 

a. Asas Kejelasan Tujuan 

Asas kejelasan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf a 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. 

b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat 

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh 

lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 

berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal 

demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak 

berwenang. 

c. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan 

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan 

hierarki Peraturan Perundang-undangan. 

d. Asas Dapat Dilaksanakan 

Asas dapat dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf d 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, 

sosiologis, maupun yuridis. 

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap 

Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan 
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dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

f. Asas Kejelasan Rumusan 

Asas kejelasan rumusan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf f 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Peraturan 

Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan 

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

g. Asas Keterbukaan 

Asas keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf g UU 

Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan 

demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 

2.2.3 Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah tahun 2023-2043 menurut Pasal 6 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan di dalamnya harus 

mencerminkan asas: 

a. Asas Pengayoman 

Asas pengayoman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 

a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan 

untuk menciptakan ketenteraman masyarakat. 

b. Asas Kemanusiaan 

Asas kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 

b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan 

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara 

dan penduduk Indonesia secara proporsional. 
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c. Asas Kebangsaan 

Asas kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa 

Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

d. Asas Kekeluargaan 

Asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 

d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

e. Asas Kenusantaraan 

Asas kenusantaraan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi 

Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan 

seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika 

Asas bhinneka tunggal ika sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat 

(1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, 

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

g. Asas Keadilan 

Asas keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara 

proporsional bagi setiap warga negara. 

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan 

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak 
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boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara 

lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum 

Asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan 

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan 

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan 

individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa selain asas 

yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 

Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan 

bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal 

ini pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Papua Tengah tahun 2023-2043, yaitu asas keterbukaan, asas 

akuntabilitas, asas kepastian hukum, asas keberpihakan dan asas 

keberlanjutan. 

2.2.4 Asas-asas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah tahun 2023-2043 yang dilaksanakan dengan 

memperhatikan asas-asas sebagai berikut: 

1. Keterpaduan  

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai 

kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku 

kepentingan. Asas ini diterapkan dengan menjadikan UU No. 26 Tahun 2007 

tentang penataan ruang sebagai dasar pembentukan RTRW. Penyusunan 

perubahan peraturan daerah ini juga menselaraskan dengan perundangan dan 

peraturan pelaksanaannya. 
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2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan 

Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara 

struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dan 

lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah 

serta antara kawasan perkotaan yang ada di sekitarnya. 

3. Keberlanjutan  

Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan 

kelangsungan daya dukung serta daya tampung lingkungan dengan 

memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Hal ini dilakukan dengan 

menerapkan pendekatan urban sustainability pada pendekatan penyusunan pola 

ruang, serta penerapan konsep green city. 

4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan 

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang 

dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata 

ruang yang berkualitas. Hal ini dilakukan dengan menerapkan konsep waterfront 

city. 

5. Keterbukaan 

Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-

luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan penataan ruang. 

6. Kebersamaan dan kemitraan 

Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan. Hal ini dilakukan dengan metode kerjasama antara pemerintah dan 

swasta dalam pembangunan dan pengembangannya. 

7. Perlindungan kepentingan umum 

Penataan ruang diselenggarkan dengan mengutamakan kepentingan 

masyarkat, sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang sebesar- besar 

untuk kemakmuran rakyat. 

8. Kepastian hukum dan keadilan 

Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan 
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kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Kepastian 

hukum tersebut akan dijamin dengan adanya peraturan daerah.  

9. Akuntabilitas ruang 

Penataan ruang dapat dipertangungjawabkan, baik proses pembiayaan, 

maupun hasilnya. 

2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta 

Permasalahan yang dihadapi Masyarakat 

2.3.1 Gambaran Umum Wilayah Regional dan Global 

Peran wilayah Provinsi Papua Tengah dapat dilihat dari aspek kewilayahan 

secara fungsional. Wilayah fungsional adalah suatu kawasan yang difungsikan 

menurut jenis dan kekhususan suatu wilayah yang saling berhubungan satu sama 

lain. Peran wilayah fungsional dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sumber daya 

manusia, sumber daya alam, lokasi, fasilitas dan infrastruktur, akses wilayah, dan 

lain sebagainya.  

Peran wilayah Provinsi Papua Tengah dapat ditinjau dari kebijakan tata 

ruang yaitu RTRW baik nasional maupun daerah. Dalam kebijakan tersebut, 

direncanakan sistem perkotaan nasional yang terdiri atas PKN, PKW, dan PKL. PKN 

dan PKW ditetapkan dalam RTRWN, sedangkan PKL ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan usulan 

pemerintah kabupaten/kota setelah dikonsultasikan dengan Menteri. Berikut 

penjabaran peran untuk masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Tengah 

berdasarkan penetapan sistem perkotaan nasional.  

1. Nabire 

Kabupaten Nabire ditetapkan sebagai PKW, baik dalam RTRWN maupun 

RTRW Provinsi Papua. Wilayah ini menjadi kawasan strategis dari aspek 

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta kawasan strategis 

provinsi dari aspek lainnya (wilayah bergambut, hutan mangrove, hutan 

rawa, hutan monsoon, dan hutan dataran rendah). 

2. Puncak Jaya 

Kabupaten ini ditetapkan sebagai PKL. Dalam RTRWN, Kabupaten Puncak 

Jaya ditetapkan sebagai KSN (Kawasan Strategis Nasional) untuk 

kepentingan daya dukung lingkungan (Taman Nasional Lorentz). 

Sedangkan dalam RTRWP ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi 

dari aspek ekonomi dan kawasan strategis dari aspek lainnya (wilayah 
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bagian tengah yang merupakan wilayah bergambut, ekosistem alpin, dan 

ekosistem sub-alpin). 

3. Paniai 

Sama halnya seperti Puncak Jaya, Kabupaten Paniai ditetapkan sebagai 

PKL dan kawasan strategis nasional untuk kepentingan daya dukung 

lingkungan (Taman Nasional Lorentz). Selain itu, juga sebagai kawasan 

strategis provinsi dari aspek ekonomi dan kawasan strategis dari aspek 

lainnya (wilayah bagian tengah yang merupakan wilayah bergambut, 

ekosistem alpin, dan ekosistem sub-alpin). 

4. Mimika 

Kabupaten Mimika ditetapkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional). 

Wilayah ini juga sebagai kawasan strategis provinsi dari aspek sosial 

budaya. Selain itu, Kabupaten Mimika juga ditetapkan sebagai kawasan 

strategis provinsi dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 

serta kawasan strategis dari aspek lainnya (wilayah bagian selatan yang 

merupakan wilayah bergambut, lahan pasang surut, hutan rawa, hutan 

dataran rendah, dan hutan mangrove). 

5. Puncak 

Dalam RTRWN, kabupaten ini ditetapkan sebagai PKL dengan kawasan 

strategis nasional untuk kepentingan sumberdaya alam (Kawasan 

pertambangan Timika) dan kawasan strategis nasional untuk kepentingan 

daya dukung lingkungan (Taman Nasional Lorentz). Sedangkan dalam 

RTRW Provinsi Papua, daerah ini juga ditetapkan sebagai kawasan 

strategis provinsi dari aspek ekonomi, serta kawasan strategis dari aspek 

lainnya (wilayah bagian tengah yang merupakan wilayah bergambut, 

ekosistem alpin, dan ekosistem sub-alpin). 

6. Dogiyai 

Kabupaten Dogiyai berperan sebagai PKL yang mana juga ditetapkan 

dalam RTRWP Papua sebagai kawasan strategis provinsi dari aspek 

ekonomi, dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan dari 

aspek lainnya (wilayah bagian tengah yang merupakan wilayah 

bergambut, ekosistem alpin, dan ekosistem sub-alpin). 

7.  Intan Jaya 

Wilayah Kabupaten Intan Jaya juga ditetapkan dalam RTRWN sebagai PKL 

dan kawasan strategis nasional untuk kepentingan daya dukung 

lingkungan (Taman Nasional Lorentz). Sedangkan di Provinsi Papua, 
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kabupaten ini ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dari aspek 

ekonomi dan dari aspek lainnya (wilayah bagian tengah yang merupakan 

wilayah bergambut, ekosistem alpin, dan ekosistem sub-alpin). 

8. Deiyai 

Kebijakan RTRWN menetapkan Kabupaten Deiyai sebagai PKL dan 

kawasan strategis nasional untuk kepentingan daya dukung lingkungan 

(Taman Nasional Lorentz). 

Papua merupakan pulau dengan kekayaan alam yang melimpah dan masih 

terjaga kelestariannya, sehingga wilayah Papua memiliki banyak kawasan lindung 

yang tersebar di seluruh kabupaten. Salah satunya adalah Taman Nasional Lorentz 

yang ditetapkan sebagai kawasan taman nasional dan taman nasional laut. Taman 

Nasional Lorentz memiliki luas 2.505.600 Ha sesuai dengan surat penunjukan 

Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 154/Kpts-II/1997, yang tersebar di 

beberapa kabupaten terutama di Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten 

Puncak Jaya. Selain merupakan kawasan lindung nasional, Taman Nasional Lorentz 

juga merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan daya dukung 

lingkungan, sekaligus merupakan Situs Warisan Alam Dunia oleh UNESCO dan 

Warisan Alam ASEAN oleh negara-negara ASEAN. 

Di samping keberadaan Taman Nasional Lorentz, pertambangan juga 

menjadi salah satu potensi dari Provinsi Papua Tengah. Keberadaan kawasan 

pertambangan di Kabupaten Mimika menjadikannya sebagai kawasan strategis dari 

sudut kepentingan kawasan strategis sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. 

Menurut infomasi dari Badan Pusat Statistik, sektor pertambangan di wilayah 

Mimika turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat termasuk seluruh 

wilayah Papua bahkan Indonesia. Pertumbuhan ini dipicu oleh adanya perusahaan 

tambang besar yakni PT. Freeport Indonesia (PTFI), sehingga tercatat bahwa 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika pada 2022 sebesar 87,12%. 

Mengacu pada RTRW Provinsi Papua Tahun 2013 ð 2033, dilakukan 

penetapan satuan wilayah pengembangan (SWP) dengan prinsip bahwa interaksi 

antara bagian-bagian wilayah tersebut akan memacu perkembangan selanjutnya, 

terutama rangsangan perkembangan dari pusat pelayanan pada bagian wilayah 

Pegunungan Tengah yang diharapkan menjalar ke wilayah pedalaman dan dari 

dataran wilayah selatan dan utara. Dalam RTRW Provinsi Papua direncanakan 

terdapat 7 SWP, yaitu: 
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¶ SWP I, dengan pusat Jayapura dan Sentani; 

¶ SWP II, dengan pusat Merauke; 

¶ SWP III, dengan pusat Biak; 

¶ SWP III, dengan pusat Nabire; 

¶ SWP V, dengan pusat Wamena; 

¶ SWP VI, dengan pusat Timika; 

¶ SWP VII, dengan pusat Sarmi; 

Delineasi masing-masing SWP tersebut ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 Sub Wilayah Perencanaan Provinsi Papua 

SWP 
Pusat 

Pengembangan 

Wilayah 

Pengembangan 
Peran dan Fungsi Pusat Pengembangan 

SWP I 
Kab/Kota 

Jayapura 

Wilayah 

Pelayanan 

Kabupaten 
Keerom, 

Kabupaten 

Pegunungan 

Bintang dan 

Seluruh 
Kabupaten se-

Provinsi Papua 

Ibukota Provinsi dan Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN)  
Pusat pengembangan utama di bagian 

wilayah utara  

Simpul utama kegiatan ekspor-impor atau 

pintu gerbang ke kawasan internasional  

Pusat kegiatan industri dan jasa-jasa 

berskala nasional  
Simpul utama transportasi skala nasional 

SWP II Merauke 

Wilayah 

Pelayanan 

Kabupaten 
Boven Digoel, 

Mappi 

Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN) 

Pusat pengembangan utama di bagian 

wilayah selatan 

Simpul utama kegiatan ekspor-impor dan 
kawasan perbatasan dengan PNG 

Pusat kegiatan industri dan pertanian 

berskala nasional 

Simpul utama transportasi skala nasional 

SWP 

III 
Biak 

Wilayah 

Pelayanan 

Kabupaten 

Supiori, Kep. 

Yapen, Waropen 

Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN) 
Pusat pengembangan utama di kawasan 

Teluk Cendrawasih 

Simpul utama kegiatan ekspor-impor 

berskala nasional 

Pusat kegiatan pertanian, industri, dan 

perdagangan 
Simpul utama transportasi skala 

Internasional 

SWP 
IV 

Nabire 

Wilayah 

Pelayanan 

Kabupaten 
Paniai, Dogiyai, 

Intan Jaya, 

Deiyai 

Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW) 

Pusat kegiatan pertanian dan 

pertambangan yang melayani beberapa 
kabupaten 

Simpul transportasi yang melayani 

beberapa kabupaten 

Simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang 

mendukung PKN Biak 

SWP V Jayawijaya 

Wilayah 

Pelayanan 
Kabupaten 

Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW) 
Pusat kegiatan pertanian yang melayani 
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SWP 
Pusat 

Pengembangan 

Wilayah 

Pengembangan 
Peran dan Fungsi Pusat Pengembangan 

Yalimo, Nduga, 

Lanny Jaya, 
Mamberamo 

Tengah, 

Tolikara, 

Puncak Jaya, 

Yahukimo 

beberapa kabupaten 

Simpul transportasi yang melayani 
beberapa kabupaten di Pegunungan 

Tengah 

SWP 

VI 
Mimika 

Wilayah 

Pelayanan 

Kabupaten 

Asmat, Puncak 

Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN) 
Pusat pengembangan utama di bagian 

wilayah selatan 

Simpul utama kegiatan ekspor-impor 

berskala internasional 

Pusat kegiatan pertambangan dan industri 
berskala nasional 

Simpul utama transportasi skala nasional 

SWP 

VII 
Sarmi 

Wilayah 

Pelayanan 

Kabupaten 
Mamberamo 

Raya 

Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW) 

Pusat kegiatan pertanian yang melayani 

beberapa kabupaten 

Simpul transportasi yang melayani 
kabupaten Mamberamo Raya, Jayapura 

Simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang 

mendukung PKN Jayapura 

Sumber : Perda No. 23 tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033 
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Gambar 2.1 Peta Satuan Wilayah Pengembangan  di Provinsi  Papua  
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Gambar 2.2 Peta Administrasi Provinsi Papua Tengah 



 

2-33 
 

2.3.2 Gambaran Wilayah, Geografis, dan Administrasi Wilayah 

Provinsi Papua Tengah adalah salah satu provinsi di Pulau Papua yang 

merupakan wilayah pemekaran dari Provinsi Papua. Provinsi ini dibentuk dan telah 

disahkan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Secara administratif, Provinsi Papua Tengah 

berbatasan dengan Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya (Provinsi 

Papua) dan Teluk Cendrawasih di bagian utara. Di bagian timur berbatasan dengan 

Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara (Provinsi Papua 

Pegunungan) dan Kabupaten Asmat (Provinsi Papua Selatan). Di bagian selatan 

berbatasan dengan Laut Aru. Sedangkan bagian barat berbatasan dengan 

Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama (Provinsi Papua Barat). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada peta administrasi wilayah Provinsi Papua Tengah. 

Berdasarkan data Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi 

Geospasial, Provinsi Papua Tengah memiliki luas wilayah sebesar 6.108.947,42 Ha 

dengan Ibu Kota Provinsi berada di Kabupaten Nabire. Provinsi ini memiliki 8 

(delapan) kabupaten yang di antaranya adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah beserta Ibu Kota 

Kabupaten Ibu Kota 

Nabire Nabire 

Puncak Jaya Mulia 

Mimika Timika 

Puncak Ilaga 

Dogiyai Kigamani 

Intan Jaya Sugapa 

Deiyai Tigi 

Paniai Enarotali 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2023 

Wilayah Provinsi Papua Tengah juga mencakup 50 pulau yang masuk di 

wilayah Kabupaten Nabire dan Mimika. Kabupaten Nabire memiliki 44 pulau, 

sedangkan Kabupaten Mimika memiliki 6 pulau. Pulau-pulau tersebut di antaranya: 

Pulau Aamone, Ahe, Ahiba, Ajawawa, Anggrameos, Bon, Botre, Botre Kecil, Bumbui, 

Deniaje, Hariti, Here, Here Uti, Hinabua, Iwowaje, Kabuai, Kaririai, Kiki, Kumburi 

Kunure, Kuwam, Madiana, Mangga, Nanimaje, Marua, Mora, Mowirin, Nu Buri, Nu 

Mini, Nuta Barita, Nuta Utita, Pepaya, Purure, Rage, Ratewa, Roene, Rori, Roriegi, 

Rorobo, Runggawor, Sariwe, Si, Warahire, Waru, Pulau Amamapare, Anjing, Awatiri, 

Bidadari, Puriri, dan Yapero. 
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Sumber: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, 2023 

Gambar 2.3 Persentase Luas Daerah Provinsi di Pulau Papua 

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Provinsi Papua Tengah memiliki 

luas wilayah yaitu sekitar 15% dari luas keseluruhan Pulau Papua. Rincian luas 

masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada grafik 

berikut. 

 
Sumber: Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, 2023 

Gambar 2.4 Luas Daerah menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah 
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, kabupaten 

terluas di Papua Tengah yaitu Kabupaten Mimika dengan luas sekitar 29,97% dari 

luas Provinsi Papua Tengah dan kabupaten dengan luas wilayah terkecil yaitu 

Kabupaten Deiyai dengan luas hanya 4,66% dari luas Provinsi Papua Tengah. 
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2.3.3 Rona Fisik 

2.3.3.1 Kondisi Topografi 

Topografi merupakan kajian yang menyangkut kenampakan bentuk 

permukaan bumi dilihat dari segi ketinggian, kontur, perairan dan persebaran. 

Topografi di setiap wilayah beraneka ragam sesuai dengan tingkat ketinggian suatu 

wilayah. Kondisi topografi yang bermacam-macam ini menjadi sebuah pertimbangan 

dalam menyusun suatu perencanaan pada tata ruang wilayah atau kota agar dapat 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Karakteristik pada masing-masing 

keadaan topografi ini dapat diketahui dan dianalisis untuk menentukan aktivitas 

dan potensi yang sesuai dan dapat dikembangkan pada daerah tersebut.  

Provinsi Papua Tengah memiliki ketinggian bervariasi mulai dari 0-100 

mdpl (sangat rendah); 100-500 mdpl (rendah); 500-1000 mdpl (menengah); 1000-

3000 mdpl (tinggi); >3000 mdpl (sangat tinggi). Kabupaten yang didominasi dengan 

wilayah yang sangat tinggi adalah Kabupaten Puncak dengan luas wilayah yang 

berketinggian >3000 mdpl yaitu sebesar 202.147,43 ha. Sedangkan kabupaten yang 

didominasi dengan ketinggian wilayah terendah adalah Kabupaten Mimika dengan 

luas wilayah pada ketinggian 0-100 mdpl yaitu 1.166.138,2 ha. 

Tabel 2.3 Luas Wilayah berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua Tengah (ha) 

Kabupaten 

0-100 

mdpl 

100-500 

mdpl 

500-1000 

mdpl 

1000-3000 

mdpl 

>3000 

mdpl Total 

  Sangat 

Rendah 
Rendah Menengah Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Deiyai 47.400,69 51.913,92 52.445,43 132.813,79 16,62 284.590,45 

Dogiyai 10.256,09 29.868,68 53.545,85 277.375,92 8.003,95 379.050,49 

Intan Jaya 5.700,41 34.842,10 81.748,86 361.913,25 49.354,55 533.559,16 

Mimika 
1.166.138,2 287.306,50 111.567,59 225.872,82 42.634,15 

1.833.519,3

5 

Nabire 
397.433,68 372.875,55 228.803,73 168.362,82 12.544,75 

1.180.020,5

5 

Paniai 3,66 4.406,73 37.747,59 399.694,32 88.776,45 530.628,75 

Puncak 28.788,76 172.131,37 79.124,80 288.721,67 202.147,43 770.914,03 

Puncak 

Jaya 
159.604,41 73.980,60 65.019,74 245.230,44 55.859,00 599.694,20 

Total 1.815.326,0 
1.027.325,

4 
710.003,60 2.099.985,0 459.336,90 

6.111.976,9

8 

Sumber: DEM SRTM USGS, 2023 
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Gambar 2.5 Peta Ketinggian Wilayah Provinsi Papua Tengah 
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Kelerengan atau kemiringan lereng adalah sudut yang dibentuk oleh 

perbedaan tinggi permukaan lahan (relief), yaitu antara bidang datar tanah dengan 

bidang horizontal dan pada umumnya dihitung dalam persen (%). Penentuan 

kemiringan lahan rata-rata pada setiap kelompok pemetaan dapat dilakukan 

dengan membuat hubungan antara titik-titik. Panjang satu garis menunjukkan 

kelerengan yang sama. 

 

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 
Gambar 2.6 Jumlah Desa/Kampung Menurut Kabupaten/Kota dan Topografi 

Wilayah di Provinsi Papua Tengah, 2021 

Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, dan Paniai 

merupakan wilayah pegunungan karena memiliki kampung yang sebagian besar 

termasuk dalam tingkat kelerengan gunung/curam. Sedangkan Kabupaten Mimika 

dan Nabire memiliki sejumlah kampung dengan kondisi kelerengan yang datar. 
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2.3.3.2 Kondisi Morfologi 

Morfologi merupakan suatu ilmu tentang bentuk kenampakan bumi dan 

seluruh aspek-aspek yang mempengaruhi pembentukannya, termasuk 

pembentukan bentangan alam. Bentangan alam di permukaan bumi dipengaruhi 

oleh tenaga yang berasal dari dalam bumi (endogen) maupun tenaga yang berasal 

dari luar bumi (eksogen) sehingga menyebabkan bentuk permukaan bumi tidak 

merata. 

Keadaan morfologi di Provinsi Papua Tengah meliputi relief pegunungan, 

pantai, sungai, danau, dan bentuk proses alamiah lainnya. Meninjau pada kawasan 

pesisir di Provinsi Papua Tengah, tercatat sejumlah 34 kampung yang termasuk 

dalam wilayah pesisir di Kabupaten Nabire dan 23 kampung di Kabupaten Mimika. 

Sedangkan kabupaten dengan jumlah desa/kampung non-pesisir terbanyak yaitu 

Kabupaten Puncak Jaya. 

 
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 

Gambar 2.7 Jumlah Desa/Kampung Menurut Kabupaten/Kota dan Letak 
Geografi di Provinsi Papua Tengah, 2021 

Kondisi geomorfologi Provinsi Papua Tengah memiliki bentuk asal 

morfologi dari proses laut, pelarutan, struktur dan sungai yang menghasilkan 

bentang alam berupa dataran alluvial, endapan kipas alluvial, komplek rawa buri 

(back swamp), pegunungan tua terlipat dan tersesarkan, pegunungan/perbukitan 

sesaran, rawa pantai/bakau, dan tubuh air. Sebagian besar wilayah Papua Tengah 

memiliki bentang alam berupa pegunungan/perbukitan sesaran yang terdapat di 

Kabupaten Dogiyai, Intan Jaya, Nabire, Paniai, Puncak dan Puncak Jaya. 

Tabel 2.4 Kondisi Geomorfologi per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah 

No Kabupaten Bentuk Asal Morfologi Luas (ha) 

1 Nabire Pelarutan (K) Tubuh Air 693,92 
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No Kabupaten Bentuk Asal Morfologi Luas (ha) 

Struktur (S) 

Pegunungan Tua Terlipat dan 
Tersesarkan 352.414,05 

Pegunungan/Perbukitan 
Sesaran 468.625,49 

Sungai (F) Dataran Aluvial 358.287,08 

2 Paniai 

Pelarutan (K) Tubuh Air 15.618,99 

Struktur (S) 

Pegunungan Tua Terlipat dan 
Tersesarkan 44.255,25 

Pegunungan/Perbukitan 
Sesaran 287.914,95 

Sungai (F) Dataran Aluvial 182.839,56 

3 
Puncak 
Jaya 

Struktur (S) 

Pegunungan/Perbukitan 

Sesaran 423.978,06 

Sungai (F) Dataran Aluvial 175.716,14 

4 Mimika 

Laut (M) Rawa Pantai/Bakau 283.344,05 

Pelarutan (K) Tubuh Air 31,21 

Struktur (S) 
Pegunungan Tua Terlipat dan 
Tersesarkan 482.939,47 

Sungai (F) 

Dataran Aluvial 21.721,28 

Endapan Kipas Aluvial 764.749,93 

Komplek Rawa Buri (Back 
Swamp) 280.733,41 

5 Puncak 
Struktur (S) 

Pegunungan Tua Terlipat dan 
Tersesarkan 76.717,74 

Pegunungan/Perbukitan 
Sesaran 445.959,60 

Sungai (F) Dataran Aluvial 248.236,64 

6 Dogiyai 

Pelarutan (K) Tubuh Air 462,57 

Struktur (S) 

Pegunungan Tua Terlipat dan 
Tersesarkan 362.467,64 

Pegunungan/Perbukitan 
Sesaran 13.342,02 

Sungai (F) 
Dataran Aluvial 1.785,14 

Endapan Kipas Aluvial 993,12 

7 Intan Jaya 
Struktur (S) 

Pegunungan Tua Terlipat dan 
Tersesarkan 114.083,71 

Pegunungan/Perbukitan 
Sesaran 400.834,18 

Sungai (F) Dataran Aluvial 18.641,33 

8 Deiyai 

Pelarutan (K) Tubuh Air 3.626,19 

Struktur (S) 
Pegunungan Tua Terlipat dan 
Tersesarkan 255.158,20 

Sungai (F) 
Dataran Aluvial 23.764,88 

Endapan Kipas Aluvial 2.041,18 
Sumber: Kementerian ESDM, 2023 
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Gambar 2.8 Peta Geomorfologi Provinsi Papua Tengah 
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Morfologi berdasarkan jenis relief di Provinsi Papua Tengah terdiri dari 10 

jenis relief meliputi 1) datar (flat), 2) perbukitan (hillocky), 3) berbukit (hilly), 4) 

pegunungan (mountainous), 5) bergelombang (undulating), 6) danau, 7) 

landai/bergulir (rolling), 8) berbukit, pegunungan (hilly, mountainous), 9) 

bergelombang, bergulir (undulating, rolling), dan 10) landai, perbukitan (rolling, 

hillocky). Morfologi Papua Tengah didominasi oleh daerah pegunungan seluas 

3.714,48 ha atau 61% dari total luas wilayah. Morfologi per kabupaten di Papua 

Tengah dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel 2.5 Kondisi Morfologi per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah 

No Kabupaten Relief Luas (ha) 

1 Nabire 

datar            339.642,83  

perbukitan                8.270,56  

berbukit            101.076,81  

berbukit, pegunungan              62.488,81  

pegunungan            634.888,42  

melandai                2.189,46  

melandai, perbukitan                9.968,44  

tidak ada data                   254,19  

bergelombang              18.408,34  

berbukit, pegunungan                2.832,69  

2 Paniai 

danau              14.868,02  

datar              20.819,95  

berbukit                3.120,06  

berbukit, pegunungan                5.120,17  

pegunungan            486.700,54  

3 Puncak Jaya 

datar            145.017,02  

berbukit                   213,38  

pegunungan            418.346,30  

bergelombang              36.117,50  

4 Mimika 

datar            877.789,76  

perbukitan              12.002,09  

berbukit            203.365,18  

berbukit, pegunungan              40.761,59  

pegunungan            348.114,91  

bergelombang            277.531,18  

bergelombang, melandai              73.954,64  

5 Puncak 

datar              60.642,88  

berbukit              11.009,33  

berbukit, pegunungan                   870,95  

pegunungan            624.865,91  

bergelombang              73.524,91  

6 Dogiyai 

datar              20.459,90  

perbukitan                     74,39  

berbukit                1.036,32  

berbukit, pegunungan            203.541,30  

pegunungan            148.824,11  

bergelombang                4.334,07  
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No Kabupaten Relief Luas (ha) 

bergelombang, melandai                   780,40  

7 Intan Jaya 

datar                9.607,63  

berbukit                1.369,44  

berbukit, pegunungan              12.477,65  

pegunungan            507.265,72  

bergelombang                2.838,77  

8 Deiyai 

datar              27.965,48  

perbukitan                2.206,89  

berbukit                8.938,38  

berbukit, pegunungan              49.839,40  

pegunungan            170.377,35  

bergelombang              23.735,76  

bergelombang, melandai                1.527,21  
Sumber: Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG, 2018 
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Gambar 2.9 Peta Morfologi Provinsi Papua Tengah 
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2.3.3.3 Kondisi Jenis Tanah dan Geologi 

Kondisi jenis tanah yang terdapat di Provinsi Papua Tengah didominasi 

oleh tanah jenis podsolik coklat dan merah dengan struktur batuan terdiri dari 

batuan gamping atau dolomit; batuan beku; sedimen lepas, kerikil, pasir; dan 

sedimen padu.  

Kondisi geologi adalah kondisi dari suatu wilayah yang didasarkan atas 

komponen geologi atau kebumian seperti struktur dan tekstur tanah dan batuan, 

jenis tanah dan batuan, struktur geologi (lipatan dan patahan), tektonik maupun 

gunungapi. Provinsi Papua Tengah memiliki geologi yang cukup beragam yang 

didominasi oleh formasi alluvium sebesar 1.576.368,35 ha atau 26% dari luas 

wilayah dan derewo metamorphics sebesar 1.003.635 atau 16% dari luas wilayah 

Papua Tengah. Formasi geologi masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Tengah 

dijelaskan melalui tabel berikut: 

Tabel 2.6 Kondisi Geologi per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah 

No Kabupaten Formasi Geologi Luas (ha) 

1 Nabire 

Alluvium    310.327,44  

Amphibolite      20.162,03  

Auwewa Formation             42,58  

Bumi Mudstone      87.696,14  

Derewo Metamorphics    214.864,14  

Diewewa Conglomerate        3.145,51  

Diewewa Formation             57,32  

Fanglomerate             91,43  

Imskin Limestone      67.230,57  

Karado Conglomerate        1.181,68  

Kembelangan Group      20.577,04  

Kopai Formation        4.918,45  

Kwatisore Granite      34.891,07  

Landslide debris           242,18  

Legare Limestone Member      42.472,20  

Mangguar Formation           437,88  

Moor limestone           995,74  

Nabire Volanic        8.792,28  

Nana Majiro Limestone        1.601,32  

Paniai Group        5.042,71  

Raised Coral Reef           594,01  

Tectonic Melange        6.308,64  

Terrace Conglomerate      20.062,37  
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No Kabupaten Formasi Geologi Luas (ha) 

Timepa Monzonite           353,51  

Tipuma Formation           643,46  

Tobo Volcanics      21.441,21  

Tubuh Air           628,92  

Ultramafic      32.218,40  

Undivided Paleozoic and 
Mesozoic      33.574,88  

Undivided Paleozoic Rock      46.665,47  

Uplifted Reefal Limestone           215,17  

Utawa Diorite    181.993,39  

Wandamen Gneiss        1.753,10  

Wanggar Volcanic        8.541,49  

Wapoga claystone           257,16  

2 Paniai 

Aiduna Formation        6.905,53  

Alluvium        5.437,45  

Buru FormationBuru Formation             80,92  

Debris-flow deposits             74,31  

Derewo Metamorphics    113.910,62  

Ekmai Sandstone        3.689,09  

Kembelangan Group    173.652,17  

Kopai Formation        1.640,02  

Lake Deposits      16.678,01  

Landslide debris           638,00  

Modio Formation        1.362,62  

Paniai Group        9.830,99  

Piniya Mudstone           454,46  

Terrace Conglomerate        1.780,25  

Timepa Monzonite        1.182,54  

Tipuma Formation      14.055,02  

Tuaba Formation        1.197,12  

Tubuh Air      15.620,78  

Waripi Formation    140.842,88  

Waripi Limestone        3.201,84  

Woniwogi Formation           611,14  

Yawee Limestone      17.782,97  

3 Puncak 

Aiduna Formation             76,64  

Alluvium    104.105,94  

Auwewa Formation      11.174,80  

Derewo Metamorphics    131.575,23  

Diewewa Conglomerate      18.654,77  



 

2-46 
 

No Kabupaten Formasi Geologi Luas (ha) 

Ekmai Formation           278,73  

Glacial Deposits      23.546,02  

Kembelangan Group    151.510,89  

Tipuma Formation        9.808,49  

Ultramafic    193.071,49  

Volcanic        5.756,04  

Waripi Formation    121.354,95  

4 Mimika 

Aiduna Formation      58.156,43  

Alluvium    895.715,92  

Buru Formation      66.395,90  

Buru FormationBuru Formation      91.853,88  

Ekmai Sandstone        3.667,66  

Fanglomerate      96.752,48  

Glacial Deposits           249,11  

Ilaga Intrusion        2.316,39  

Kembelangan Group    133.228,68  

Kopai Formation           446,87  

Lake Deposits    270.446,07  

Landslide debris        1.414,37  

Modio Formation      32.094,22  

Nerewip Formation           595,67  

Otomona Formation      33.972,66  

Paniai Group           118,46  

Piniya Mudstone        1.912,56  

River Deposits           260,45  

Terrace Conglomerate           925,61  

Tipuma Formation      27.423,78  

Tuaba Formation      53.415,93  

Waripi Formation      22.560,55  

Woniwogi Formation           617,61  

Yawee Limestone      39.169,40  

5 Puncak Jaya 

Alluvium    207.494,31  

Derewo Metamorphics    186.020,20  

Kembelangan Group      66.878,27  

Timepa Intrusion Rocks        3.282,92  

Ultramafic    136.011,31  

Waripi Formation               7,19  

6 Dogiyai 

Aiduna Formation      51.885,45  

Alluvium      12.493,28  

Buru FormationBuru Formation      11.100,76  
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No Kabupaten Formasi Geologi Luas (ha) 

Debris-flow deposits        5.770,82  

Derewo Metamorphics      61.568,30  

Ekmai Sandstone      23.594,82  

Fanglomerate        1.222,44  

Kembelangan Group      13.486,94  

Kopai Formation        3.681,75  

Lake Deposits      11.277,89  

Landslide debris        6.504,88  

Modio Dolomite           903,50  

Paniai Group        8.982,11  

Piniya Mudstone      12.227,93  

Terrace Conglomerate        2.102,26  

Timepa Monzonite      21.218,29  

Tipuma Formation      15.793,33  

Tubuh Air           462,57  

Utawa Diorite        1.608,91  

Waripi Formation      29.757,93  

Woniwogi Formation        2.704,35  

Yawee Limestone      80.701,99  

7 Intan Jaya 

Alluvium        6.450,51  

Auwewa Formation      23.648,80  

Derewo Metamorphics    295.696,97  

Diewewa Conglomerate        8.234,66  

Diewewa Formation      16.584,14  

Glacial Deposits           166,17  

Ilaga Volcanic           518,86  

Kembelangan Group      49.595,14  

Landslide debris           398,36  

Timepa Monzonite        2.026,67  

Ultramafic      82.069,68  

Waripi Formation      39.915,45  

Waripi Limestone        8.253,81  

8 Deiyai 

Aiduna Formation      24.205,69  

Alluvium      34.343,50  

Buru Formation           625,61  

Buru FormationBuru Formation      17.145,73  

Dakebo Formation        5.500,54  

Debris-flow deposits        2.319,97  

Ekmai Sandstone      26.464,55  

Fanglomerate        1.824,13  
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No Kabupaten Formasi Geologi Luas (ha) 

Kembelangan Group        8.232,82  

Kopai Formation        7.555,32  

Lake Deposits        2.506,18  

Landslide debris        1.845,82  

Modio Formation        6.013,81  

Otomona Formation        2.046,47  

Paniai Group      15.162,64  

Piniya Mudstone      12.390,64  

Tipuma Formation      65.126,73  

Tuaba Formation        6.457,70  

Tubuh Air        3.626,19  

Waripi Formation      10.177,45  

Woniwogi Formation        4.851,10  

Yawee Limestone      26.167,86  
Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan Geologi Skala 1:250.000 
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Gambar 2.10 Peta Geologi Provinsi Papua Tengah 
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2.3.3.4 Kondisi Hidrologi  

Kondisi hidrologi merupakan kondisi pergerakan, distribusi baik spasial 

maupun temporal, kualitas serta sifat-sifat air yang tersedia di atmosfer dan kerak 

bumi, seperti curah hujan, limpasan, kelembaban serta bentukan alam sungai, 

danau dan sebagainya. Hidrologi dikelompokkan dalam dua kategori berupa air 

permukaan dan air bawah tanah; air permukaan berupa Air Sungai, Air Rawa, Air 

Danau, dan Air Embung/Waduk sedangkan air bawah tanah dimaksudkan adalah 

air yang berada di bawah permukaan bumi pada kedalaman lebih dari 100 meter ke 

bawah. 

Di Provinsi Papua Tengah, dilalui 32 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang 

tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. DAS Mamberamo merupakan wilayah 

terluas di Provinsi Papua Tengah mencapai 1.574.536,03 ha, yang melalui 4 

kabupaten meliputi Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, dan 

Kabupaten Puncak Jaya. DAS Mamberamo berhulu di Pegunungan Jayawijaya dn 

bermuara ke Samudera Pasifik, wilayah sungai ini juga merupakan sungai terbesar 

di Indonesia dengan kedalaman 33 m dan debit air sebesar 5.500 m3/detik. Potensi 

yang dimiliki juga cukup besar yaitu memiliki potensi pembangkit listrik bertenaga 

air, bio etanol, jalur transportasi sungai. Kawasan ini juga memiliki potensi 

tambang, diantaranya bauksit, baja, tembaga, emas dan nikel. 

Selain DAS Mamberamo juga terdapat beberapa wilayah sungai yang 

cukup besar yaitu DAS Murpurka (471.954 ha), DAS Siriwo (455.613 ha), dan DAS 

Warenai (436.257 ha) yang memiliki luasan yang cukup besar yang melalui beberapa 

kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah. Daerah aliran sungai yang melalui 

kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel 

berikut:  

Tabel 2.7 Daerah Aliran Sungai (DAS) per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 
Tengah 

No. Kabupaten/Kota Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) Luas (ha) 

1 Nabire 

Baue         40.460,15  

Hamuku         53.213,34  

Kubai         31.331,60  

Makimi         80.827,19  

Murpurka              126,33  

Nabire       136.025,00  

Omba           3.432,61  

Siriwo       362.783,37  

Tuwasoi         26.886,50  

Wamairo         24.644,45  

Wanggar       161.651,57  

Wapoga         72.660,85  
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No. Kabupaten/Kota Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) Luas (ha) 

Warenai       123.727,24  

Wondiwoi           5.566,69  

Woworoma         74.966,28  

DAS di Pulau-Pulau Kecil           6.361,83  

  Luas DAS Nabire    1.180.020,55  

2 Paniai 

Kamura         51.606,88  

Mamberamo                78,60  

Mimika         19.738,55  

Mukumuga         14.913,84  

Murpurka       162.231,62  

Siriwo         80.230,81  

Wapoga         16.623,27  

Warenai       185.205,18  

  Luas DAS Paniai       530.628,75  

3 Puncak Jaya 
Eilanden         14.670,78  

Mamberamo       585.023,41  

  Luas DAS Puncak Jaya       599.694,20  

4 Mimika 

Aikimiugah       195.815,13  

Anindua         31.039,46  

Bunga         39.841,19  

Cemara       209.879,12  

Iape         38.822,14  

Jera         49.379,79  

Kamura       171.150,84  

Maakwe         91.848,54  

Mimika       109.071,37  

Mukumuga       249.286,27  

Murpurka         42.571,33  

Omba         24.191,87  

Otokwa       316.098,18  

Peter           1.816,00  

Potewal         48.107,43  

Umari         80.598,87  

Umuk/Wamuka         43.343,77  

Wamaro         90.039,79  

Warenai              618,24  

  Luas DAS Mimika    1.833.519,35  

5 Puncak 

Aikimiugah                23,30  

Bunga         18.684,93  

Cemara         40.925,07  

Eilanden         42.376,59  

Mamberamo       635.525,89  

Mukumuga              407,50  

Otokwa              861,76  

Peter              431,27  

Warenai         31.677,67  

  Luas DAS Puncak       770.913,98  

6 Dogiyai 

Anindua         76.118,82  

Iape                19,58  

Jera           4.888,40  

Murpurka       177.024,95  

Omba         79.814,45  

Siriwo         12.599,47  

Umari         21.820,13  

Wanggar           6.764,69  
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No. Kabupaten/Kota Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) Luas (ha) 

  Luas DAS Dogiyai       379.050,49  

7 Intan Jaya 

Mamberamo       353.908,13  

Mukumuga              110,75  

Murpurka                49,66  

Wapoga         84.461,77  

Warenai         95.028,91  

  Luas DAS Intan Jaya       533.559,21  

8 Deiyai 

Kamura         43.996,84  

Maakwe         29.017,35  

Mimika       121.625,30  

Mukumuga                  0,21  

Murpurka         89.950,75  

  Luas DAS Deiyai       284.590,45  

Total Luas DAS Provinsi Papua Tengah    6.111.976,98  

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 
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Gambar 2.11 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Papua Tengah 
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Potensi air bawah tanah di Provinsi Papua Tengah berupa Cekungan Air 

Tanah (CAT). Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) 

bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah.  

Tabel 2.8 Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Papua Tengah 

No. Cekungan Air Tanah (CAT) Q1 Q2 Luas (ha) 

1 CAT Agamanan 1.886 - 12.098,18 

2 CAT Enarotali 39,27 - 564.302,04 

3 CAT Legare 279 - 34.356,51 

4 CAT Nabire 1,12 54 135.208,61 

5 CAT Parekebo 2.130 - 101.216,28 

6 CAT Taritatu 52.347 2.994 324.495,51 

7 CAT Timika-Merauke 447,38 18,76 1.286.645,35 

8 CAT Ulawa 327 16 39.798,21 

9 CAT Waren-Demta 39.602 1.778 293.673,87 

Total 97.058,77 4.860,76 2.791.794,55 

Sumber: Direktorat Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral 

Keterangan: 

¶ Q1 adalah nilai debit optimum pada air tanah bebas (freatik) dalam satuan 

(juta m3/tahun).  

¶ Q2 adalah nilai debit optimum pada air tanah tertekan (pisometrik) dalam 

satuan (juta m3/tahun) 

Provinsi Papua Tengah memiliki 9 Cekungan Air Tanah (CAT) yang tersebar 

di beberapa wilayah kabupaten/kota. Nilai debit CAT terbesar terdapat di CAT 

Taritatu dengan nilai Q1 sebesar 52.347 juta m3/tahun dan nilai Q2 sebesar 2.994 

juta m3/tahun. CAT Taritatu terdapat di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak 

dan Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan wilayah CAT terbesar terdapat di CAT 

Timika-Merauke dengan luas 1.286.645,35 ha. CAT Timika-Merauke terdapat di 

Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika.  

Lebih jelasnya, data Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdapat di masing-

masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah disajikan dalam tabel dan peta 

berikut: 
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Tabel 2.9 Luas Cekungan Air Tanah (CAT) per Kabupaten/Kota di Provinsi 

Papua Tengah 

No. Kabupaten/Kota 
Nama Cekungan Air Tanah 

(CAT) 
Luas (ha) 

1 Nabire 

CAT Legare         34.356,51  

CAT Nabire       135.208,61  

CAT Ulawa         39.798,21  

CAT Waren-Demta       287.404,18  

  Luas CAT Nabire       496.767,51  

2 Luas CAT Paniai CAT Enarotali       170.557,88  

3 Luas CAT Puncak Jaya CAT Taritatu       211.298,87  

4 Mimika 

CAT Agamanan           1.141,90  

CAT Enarotali         48.154,50  

CAT Parekebo         17.855,35  

CAT Timika-Merauke    1.254.609,28  

  Luas CAT Mimika    1.321.761,03  

5 Puncak 
CAT Enarotali       200.783,86  

CAT Taritatu       109.976,03  

  Luas CAT Puncak       310.759,89  

6 Dogiyai 

CAT Agamanan         10.956,28  

CAT Enarotali         49.757,50  

CAT Parekebo         80.253,41  

CAT Timika-Merauke           5.606,11  

  Luas CAT Dogiyai       146.573,29  

7 Intan Jaya 

CAT Enarotali         41.691,94  

CAT Taritatu           3.220,61  

CAT Waren-Demta           6.269,69  

  Luas CAT Intan Jaya         51.182,24  

8 Deiyai 

CAT Enarotali         53.356,35  

CAT Parekebo           3.107,52  

CAT Timika-Merauke         26.429,97  

  Luas CAT Deiyai         82.893,83  

Total Luas CAT Provinsi Papua Tengah    6.112.444,99  
Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 
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Gambar 2.12 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Papua Tengah 
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2.3.3.5 Kondisi Klimatologi 

Secara umum Provinsi Papua Tengah terbagi menjadi dua wilayah yaitu 

wilayah pesisir dan wilayah pegunungan yang memiliki curah hujan yang berbeda. 

Curah hujan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor lokal maupun global 

yang berpengaruh terhadap variasi diurnal, musiman dan tahunan. Faktor tersebut 

biasanya berkaitan dengan garis lintang, ketinggian tempat, jarak dari sumber air, 

arah angin, suhu tanah, luas daratan dan barisan pegunungan.  Secara 

keseluruhan, curah hujan di Provinsi Papua Tengah berada pada kategori sangat 

tinggi dengan rata-rata 3.500-4.500 mm/th. Curah hujan tinggi ini sebagian besar 

berada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai terutama di bagian barat 

Provinsi Papua Tengah dengan rata-rata curah hujan 4.000-4.500 mm/tahun. 

Sedangkan curah hujan yang termasuk dalam kategori rendah dengan rata-rata 

curah hujan 2.500-3.000 mm/th berada di wilayah pegunungan yaitu sebagian 

Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya.  

Berdasarkan data dari BPS tahun 2022, diperoleh suhu rata-rata di 

masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut.  

Tabel 2.10 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Stasiun Pengamatan Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Papua Tengah, 

2022 

No. Kabupaten 

Suhu (oC) Kelembaban (%) 

Min Rata-rata Maks Min 
Rata-

rata 
Maks 

1 Nabire 21,60 27,50 34,50 52,00 83,14 99,00 

2 Paniai 10,30 19,88 27,20 54,00 77,59 100,00 

3 Puncak Jaya - - - - - - 

4 Mimika 21,20 26,48 35,20 43,00 86,82 100,00 

5 Puncak - - - - - - 

6 Dogiyai - - - - - - 

7 Intan Jaya - - - - - - 

8 Deiyai - - - - - - 

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 
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Gambar 2.13 Peta Curah Hujan Provinsi Papua Tengah 
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2.3.3.6 Kondisi Kebencanaan 

Provinsi Papua Tengah memiliki kerawanan terhadap bencana banjir, 

tsunami, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, likuifaksi dan gempa bumi. 

1. Banjir 

Banjir merupakan salah satu dari bencana hidrometeorologi. Bencana 

hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti 

siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Bentuk bencana 

hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin 

puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas.  

Bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Papua Tengah adalah banjir 

dan banjir rob. Banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air 

dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan 

memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang 

tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir 

bandang.  

Tabel 2.11 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Banjir per 
Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha) 

Kabupaten 

Luas Wilayah Rawan Banjir (Ha) 

Kerawanan 

Rendah  

Kerawanan 

Sedang 

Kerawanan 

Tinggi 

Nabire 535,31 16522,70 182597,77 

Paniai 23,88 127,21 19555,71 

Puncak 
Jaya 274,33 11638,12 100652,44 

Mimika 1289,23 61657,33 520170,04 

Puncak 141,66 7421,94 69626,82 

Dogiyai 50,74 442,34 15507,38 

Intan Jaya 1,00 252,13 3769,39 

Deiyai 31,21 2504,53 22384,17 
Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Berdasarkan data dari InaRISK BNPB, Kabupaten Mimika memiliki daerah 

rawan banjir terluas di Papua Tengah, termasuk luasan daerah dengan tingkat 

kerawanan tinggi. Pada Februari 2023 terjadi banjir bandang di Kabupaten Mimika, 

tepatnya di Distrik Tembagapura dimana PT Freeport Indonesia berada. Penyebab 

utama banjir ini adalah curah hujan tinggi pada bulan puncak hujan yaitu pada 

Januari dan Februari. Fenomena ini berdampak pada peningkatan kejadian hujan 

lebat yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah 

longsor, dan banjir bandang di berbagai penjuru daerah di Papua. 
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Selain Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire juga terdampak oleh bencana 

banjir. Sebanyak 3 distrik yaitu Makimi, Uwapa, dan Wanggar mengalami banjir 

pada akhir tahun 2022 lalu. Banjir dengan ketinggian 1-1,5 meter ini disebabkan 

oleh curah hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Legari. 

Kejadian bencana banjir menimbulkan sejumlah kerugian seperti kerusakan 

bangunan dan barang akibat terendam air, gangguan kesehatan warga, kerusakan 

lahan pertanian dan kebun, pencemaran lingkungan, bahkan hingga hilangnya 

nyawa. Namun demikian, telah dilakukan upaya pendampingan dalam 

penanggulangan bencana di Provinsi Papua Tengah. Upaya ini meliputi pelatihan 

mitigasi bencana dan pemberian informasi analisis dari BMKG secara rutin terkait 

kondisi cuaca di provinsi ini. 

2. Tsunami 

Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air 

bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan 

jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat 

mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Meskipun 

tsunami tidak terlalu merusak garis Pantai, namun potensi bahaya dan dampak 

yang ditimbulkan sangat tinggi. Fenomena tsunami seringkali terjadi karena gempa 

yang disebabkan oleh pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng.  

Suatu area dikatakan memiliki risiko tinggi jika gempa bumi besar atau tanah 

longsor terjadi di dekat Pantai. Gelombang pertama dalam seri bisa mencapai pantai 

dalam beberapa menit, bahkan sebelum peringatan dikeluarkan. Area berada pada 

risiko yang lebih besar jika berlokasi kurang dari 25 meter di atas permukaan laut 

dan dalam beberapa meter dari garis pantai. 

Tabel 2.12 Kabupaten dan Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan 
Bencana Tsunami di Provinsi Papua Tengah (Ha) 

Tingkat Kerawanan 
Tsunami 

Kabupaten Luas Wilayah (Ha) 

Rendah 
Mimika 5072,75 

Nabire 498,09 

Sedang Nabire 1357,30 

Tinggi Nabire 2716,56 
Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Meskipun Provinsi Papua tidak memiliki potensi terjadi tsunami atau bukan 

daerah rawan bencana tsunami, namun dalam catatan sejarah pernah terjadi gempa 

bumi besar yang disertai tsunami pada tahun 1996. Data InaRISK menyebutkan 

bahwa Kabupaten Mimika dan Nabire, Provinsi Papua Tengah adalah dua 
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kabupaten yang memiliki potensi rawan tsunami karena lokasinya yang berada di 

kawasan pesisir. 

3. Kebakaran Hutan dan Lahan 

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan 

dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang 

menimbulkan kerugian ekonomi dan/atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan 

lahan kerap terjadi di musim kemarau. Saat musim kemarau, salah satu yang 

menjadi perhatian adalah gejala El Nino. El Nino terjadi akibat naiknya suhu muka 

laut di Pasifik. Bila kenaikan suhu muka laut lebih dari 1,5 derajat celsius, maka 

Indonesia akan mengalami El Nino kuat yang berakibat timbulnya kekeringan. 

Pulau Papua berpotensi mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan. 

Diketahui berdasarkan informasi BNPB, sejak tahun 2015 kebakaran hutan dan 

lahan secara luas terjadi di tanah Papua. Peningkatan jumlah hotspot tidak terlepas 

dari pembukaan perkebunan yang besar-besaran di Papua. Jenis tanah yang 

terbakar adalah tanah gambut dan mineral. Berdasarkan pantauan citra satelit, 

perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan berlangsung cukup 

cepat dan luas di Papua. Aktivitas ini disertai dengan peningkatan kebakaran hutan 

dan lahan dalam pembersihan lahan. Namun demikian, kebakaran hutan dan lahan 

di Papua ini banyak terjadi di Kabupaten Merauke dan Mappi.  

Tabel 2.13 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana 
Kebakaran Hutan dan Lahan per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha) 

Kabupaten 

Luas Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan 
(Ha) 

Kerawanan 
Rendah  

Kerawanan 
Sedang 

Kerawanan 
Tinggi 

Nabire 321790,81 167439,48 32415,72 

Paniai 49524,36 40857,59 57087,54 

Puncak Jaya 136220,12 81811,72 8442,17 

Mimika 490680,50 170403,91 42253,01 

Puncak 117972,98 78064,88 85435,94 

Dogiyai 57501,44 29262,22 3069,48 

Intan Jaya 46787,22 38167,35 8234,49 

Deiyai 28351,20 23867,35 2970,27 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Jika ditinjau dari informasi InaRISK BNPB, tingkat kerawanan tinggi karhutla 

berada di Kabupaten Puncak mengingat wilayah ini masih didominasi oleh kawasan 

hutan yang cukup masif. Meskipun di beberapa lokasi diketahui memiliki potensi 

kebakaran hutan dan lahan yang kecil karena curah hujan tinggi, namun segala 
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bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan, tetap dipersiapkan 

sehingga pemerintah daerah tetap menjalankan langkah-langkah mitigasi untuk 

berjaga-jaga. 

4. Cuaca Ekstrem 

Cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak 

lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, 

kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian 

terutama keselamatan jiwa dan harta. Salah satu contoh cuaca ekstrem adalah 

siklon yang menimbulkan angin kencang dan hujan lebat, serta kemarau 

berkepanjangan. 

Tabel 2.14 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Cuaca Ekstrem per 
Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha) 

Kabupaten 
Luas Wilayah Rawan Cuaca Ekstrem (Ha) 

Rendah  Sedang Tinggi 

Nabire 243095,00 149416,00 89148,70 

Paniai 10152,80 2819,05 25749,40 

Puncak Jaya 30739,00 107009,00 43332,90 

Mimika 734785,50 428652,50 277020,50 

Puncak 44489,80 34729,80 65543,90 

Dogiyai 13793,60 4352,65 8484,65 

Intan Jaya 13059,20 645,42 37,30 

Deiyai 46431,10 3386,67 14482,30 
Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Cuaca ekstrem kerap terjadi di Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan data 

kerawanan cuaca ekstrem di atas, Kabupaten Mimika memiliki wilayah terluas 

dengan tingkat kerentanan tinggi. Meski demikian, dampak cuaca ekstrem cukup 

dirasakan oleh Kabupaten Puncak. Kekeringan akibat musim kemarau 

berkepanjangan yang diiringi cuaca dingin ekstrem di Distrik Agandugume dan 

Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memicu gagal panen dan 

mengakibatkan hilangnya nyawa. Kejadian cuaca ekstrem hampir setiap tahun 

terjadi di kabupaten ini. Oleh karena morfologi Kabupaten Puncak merupakan 

daerah pegunungan, maka ketika terjadi fenomena el nino justru menimbulkan 

turunnya hujan es sehingga tanaman perkebunan menjadi mati dan gagal panen.  

5. Likuifaksi 

Fenomena likuifaksi atau pelulukan tanah adalah suatu proses yang 

membuat tanah kehilangan kekuatannya dengan cepat dikarenakan getaran yang 

diakibatkan oleh gempa bumi kuat pada kondisi tanah berbutir halus dan jenuh air. 

https://www.cnnindonesia.com/tag/papua
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Fenomena ini biasanya terjadi saat gempa bumi terjadi pada daerah-daerah atau 

zona-zona dengan tanah yang mengandung air. Salah satu contohnya yaitu di dekat 

pantai atau di daerah gempa, dimana ada lapisan yang mengandung air seperti 

tanah pasir. 

Tabel 2.15 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Likuifaksi per 
Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha) 

Kabupaten 
Luas Wilayah Rawan Likuifaksi (Ha) 

Rendah  Sedang Tinggi 

Nabire 265462,91 91288,39 2609,68 

Paniai 19647,05 2193,49 0,00 

Puncak 
Jaya 24323,48 152623,56 0,00 

Mimika 312916,52 879237,68 3792,25 

Puncak 15650,07 111140,88 0,00 

Dogiyai 12496,77 13454,94 0,00 

Intan Jaya 6564,27 5832,31 0,00 

Deiyai 529,59 38897,47 0,00 
Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Data di atas menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kerawanan likuifaksi 

tinggi di Provinsi Papua Tengah yaitu pada Kabupaten Mimika dan Nabire. Salah 

satu faktor pendorongnya yaitu lokasi dari kedua kabupaten tersebut yang 

merupakan kawasan pesisir. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, likuifaksi rentan 

terjadi di daerah dengan struktur tanah berbutir halus dan jenuh air. 

6. Gempa Bumi 

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi 

akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan 

gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau 

lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung 

api. 

Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Tengah merupakan kawasan dengan 

tingkat kerawanan bencana alam gempa bumi yang tinggi. Kawasan dengan 

kerawanan gempa bumi yang rendah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Puncak, 

Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Mimika. Sementara daerah lainnya masuk ke dalam 

zona tingkat kerawanan yang tinggi.  
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Gambar 2.14 Peta Kerawanan Bencana Banjir Provinsi Papua Tengah 
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Gambar 2.15 Peta Kerawanan Bencana Tsunami Provinsi Papua Tengah 
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Gambar 2.16 Peta Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Papua Tengah 
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Gambar 2.17 Peta Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrim Provinsi Papua Tengah 
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Gambar 2.18 Peta Kerawanan Bencana Likuifaksi Provinsi Papua Tengah 
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Gambar 2.19 Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi Provinsi Papua Tengah 
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2.3.4 Profil Penggunaan Lahan 

Tutupan Lahan diartikan sebagai hamparan daratan yang ditutupi vegetasi, 

benda alam dan sensor budaya di permukaan bumi yang dianalisis berdasarkan 

citra satelit. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada citra satelit Provinsi 

Papua Tengah, tutupan lahan yang terdapat di wilayah perencanaan terdiri dari 

tutupan lahan berupa Hutan Lahan Kering, Hutang Mangrove, Hutan Rawam Air 

Danau, Hutan Tanaman, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pertanian Lahan 

Kering, Savana, Sawah, Tambak, Kawasan Perkebunan dan Permukiman.   

Tabel 2.16 Luas Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tengah 

No Tutupan Lahan  Luas Tutupan Lahan (Ha) 

1 Air Danau / Situ 24271,37 

2 Bandara / Pelabuhan 654,60 

3 Belukar 137203,81 

4 Belukar Rawa 72281,63 

5 Hutan Lahan Kering Primer 3696095,75 

6 Hutan Lahan Kering Sekunder 623370,34 

7 Hutan Mangrove Primer 209088,02 

8 Hutan Mangrove Sekunder 13018,73 

9 Hutan Rawa Primer 756094,67 

10 Hutan Rawa Sekunder 76060,91 

11 Hutan Tanaman 9,62 

12 Pemukiman 15985,35 

13 Perkebunan 19692,89 

14 Pertambangan 1624,07 

15 Pertanian Lahan Kering 18986,97 

16 Pertanian Lahan Kering Campur 200750,10 

17 Savana / Padang rumput 160972,94 

18 Sawah 1401,69 

19 Tambak 83,12 

20 Tanah Terbuka 80798,95 

21 Transmigrasi 3531,46 

Grand Total 6111976,98 

Sumber : Analisis, 2023  

Tutupan lahan yang memiliki persentase terbesar adalah Hutan Lahan Kering 

dengan luas 3.696.095,75 Ha atau sebesar 60% dari luas Provinsi Papua Tengah. 

Hutan Lahan Kering pada umumnya berada di tengah-tengah dan daerah 

pegunungan dari Provinsi Papua Tengah. Hutan Lahan Kering merupakan kawasan 

hutan alam yang sama sekali belum dieksploitasi oleh manusia. Artinya, sebesar 

60% daerah di Provinsi Papua Tengah masih belum diolah oleh manusia dan 

merupakan kawasan alami. Sedangkan untuk wilayah pesisir didominasi oleh 

tutupan lahan berupa Hutan Rawa baik Hutan Rawa Primer maupun Sekunder 
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dengan total luas 832.155,58 Ha atau sebesar 13% dari luas Provinsi Papua Tengah. 

Hutan Rawa Primer berbentuk penampakan hutan yang tergenangi air sehingga 

terlihat jelas daerah tersebut berawa-rawa, tergenangi air yang menandakan belum 

adanya kegiatan penebangan. Sedangkan Hutan Rawa Sekunder merupakan hutan 

berawa yang memiliki penampakan bekas ditebang. Hutan Rawa disekitar pesisir 

Provinsi Papua Tengah didominasi oleh Hutan Rawa Primer. Hal ini membuktikan 

bahwa kurang lebih 73% lahan di Provinsi Papua Tengah masih belum tereksploitasi 

kegiatan manusia.  

Provinsi Papua Tengah merupakan wilayah dengan area gambut terluas di 

Indonesia dengan besaran mencapai 6,1 ha. Berdasarkan kedalamannya, lahan 

gambut diklasifikasikan menjadi 7 klasifikasi, meliputi kedalaman 0-10 cm, 11-25 

cm, 25-50 cm, 51-75 cm, 76-200 cm dan > 200 cm. lahan gambut terluas terdapat 

di Kabupaten Mimika dengan besaran mencapai 1.833.519,35 ha, dan Kabupaten 

Nabire dengan besaran 1.180.020,5 ha. Sebagian besar lahan gambut berupa hutan 

yang menyimpan karbon dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah 

Papua Tengah memiliki potensi vital dalam penyerapan karbon. 
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Gambar 2.20 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Tengah 
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Gambar 2.21 Peta Kedalaman Lahan Gambut Provinsi Papua Tengah
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2.3.5 Ekonomi Wilayah 

2.3.5.1 Struktur Ekonomi 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu 

indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu 

periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga 

konstan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh sektor usaha dalam suatu daerah tertentu, atau jumlah nilai barang 

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi pada suatu 

daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, 

sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku 

pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di 

Provinsi Papua Tengah pada tahun 2020 hingga 2022 bersifat fluktuatif. 

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan meningkat sebesar 

14.467,06 miliar rupiah atau 0,03 persen selama kurun waktu tiga tahun 

terakhir (2020-2022). Berikut adalah tabel PDRB Provinsi Papua Tengah 

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan. 

Tabel 2.17  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 
Menurut  Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tengah (miliar rupiah) Tahun 

2020 ð2022  

No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 

1 
Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 

        

257.885,62 

       

258.030,85 

             

258.043,23 

2 Pertambangan dan Penggalian 
          

56.175,28 

         

56.587,35 

               

56.631,21 

3 Industri Pengolahan 
            

5.660,41 

           

5.760,30  

                 

5.760,60  

4 Pengadaan Listrik dan Gas 
                  

97,92 

               

99,39 

                      

99,40  

5 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah, dan Daur 

Ulang 

                   

9,45 

                 

9,22 

                       

9,23 

6 Konstruksi 
        

280.659,24 

      

282.677,19 

             

282.727,39 
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No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 

7 

Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

          

74.908,80 

         

77.287,82 

               

77.295,10 

8 Transportasi dan Pergudangan 
          

18.618,36 

        

20.176,19 

               

20.181,19 

9 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

            

2.505,29 

           

2.525,87 

                 

2.526,17  

10 Informasi dan Komunikasi 
          

10.132,41 

         

10.316,15 

               

10.317,16 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 
            

2.154,54 

           

2.191,62 

                 

2.192,04  

12 Real Estate 
          

20.823,85 

         

20.978,22 

               

20.977,55 

13 Jasa Perusahaan 
            

2.339,21 

           

2.514,44 

                 

2.514,98 

14 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

        

205.331,53 

       

211.551,54 

             

211.607,19 

15 Jasa Pendidikan 
          

38.897,23 

         

39.107,32 

               

39.109,43 

16 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

          

43.521,35 

         

44.124,85 

               

44.126,52 

17 Jasa Lainnya 
          

14.218,08 

         

14.326,66 

               

14.327,78 

Produk Domestik Regional Bruto  1.033.978,58  
  

1.048.264,97  

         

1.048.445,64 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2023 

Selama tiga tahun terakhir (2020-2022) struktur perekonomian 

Provinsi Papua Tengah didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, 

diantaranya: Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Perdagangan Besar 

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan. 

 

2.3.5.2 Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Tengah selama tiga 

tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan 

ekonomi atas dasar harga konstan dengan nilai tertinggi terdapat di 

Kabupaten Mimika yang mengalami peningkatan sebanyak 25,41%. 

Kemudian pada rentang 2021 hingga 2022 laju pertumbuhan ekonomi tiap 

Kabupaten di Provinsi Papua Tengah banyak yang mengalami penurunan, 
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namun ada juga yang mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan tertinggi 

pada tahun 2022 terdapat di Kabupaten Puncak yang mengalami 

peningkatan sebesar 3,09% dan Kabupaten Deiyai yang meningkat sebesar 

2,55%. 

Laju pertumbuhan PDRB menurut kabupaten di Provinsi Papua 

Tengah tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.18  Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten di Provinsi Papua 
Tengah  Tahun 2020 -2021 (%)  

No

. 

Kabupaten/Kot

a 

ADHB ADHK 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 Nabire 0,85 7,49 5,64 -1,36 4,47 2,57 

2 Paniai 2,43 3,81 5,82 0,46 1,65 3,56 

3 Puncak Jaya -1,24 1,43 3,07 -4,04 1,41 2,95 

4 Mimika 16,2 49,44 15,95 11,44 36,85 15,31 

5 Puncak 2,66 5,23 6,58 0,08 0,72 3,81 

6 Dogiyai 3,23 4,14 2,38 0,34 1,22 0,78 

7 Intan Jaya 1,95 2,39 4,5 -0,38 1,07 2,64 

8 Deiyai 3,35 3,84 5,6 -0,35 1,26 3,81  

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2023 

2.3.5.3 PDRB Per Kapita 

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh 

meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi 

tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula 

tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, penurunan pada tingkat pendapatan 

per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. 

PDRB per kapita dihasilkan dari PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah 

penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita menunjukkan 

nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Perkembangan PDRB 

per kapita penduduk Provinsi Papua Tengah dari tahun 2020 ð 2022 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.19  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Menurut  
Kabupaten/Kota, Provinsi Papua Tengah (ribu rupiah) Tahun 2020 ð2022  

No. Kabupaten 
ADHB ADHK 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 Nabire 66.247 70.299 73.351 43.594 44.962 45.551 

2 Paniai 19.502 19.898 20.705 13.817 13.804 14.057 
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No. Kabupaten 
ADHB ADHK 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

3 Puncak Jaya 6.200 6.181 6.264 4.332 4.318 4.372 

4 Mimika 
204.96

1 

301.03

7 

343.24

7 

163.64

2 

220.10

8 

249.57

5 

5 Puncak 12.545 13.105 13.870 7.198 7.197 7.419 

6 Dogiyai 11.707 11.983 12.063 7.737 7.697 7.628 

7 Intan Jaya 9.460 9.520 9.782 5.639 5.602 5.654 

8 Deiyai 14.540 14.839 15.408 8.413 8.373 8.547  

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2023 

Selama kurun waktu tahun 2020-2022, PDRB per kapita Kabupaten di 

Provinsi Papua Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan nilainya 

selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apabila dibandingkan 

dengan nilai PDRB per kapita Kabupaten di Provinsi Papua Tengah atas dasar 

harga konstan menunjukkan nilainya fluktuatif setiap tahunnya. 

Berdasarkan nilai PDRB per kapita ADHB dan ADHK, nilai tertinggi terdapat 

di Kabupaten Mimika, sedangkan nilai terendah terdapat di Kabupaten 

Puncak Jaya. Sampai dengan tahun 2022, PDRB per kapita ADHB 

Kabupaten di Provinsi Papua Tengah memiliki nilai 6.264 hingga 343.247 

ribu rupiah, yang artinya bahwa rata-rata pendapatan penduduk Provinsi 

Papua Tengah mencapai nilai 6.264 hingga 343.247 ribu rupiah per kapita 

per tahun. 

 

2.3.6 Profil Sistem Pusat-Pusat Kegiatan 

Sistem pusat perkotaan dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan 

ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, 

serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan umum. Sistem pusat 

perkotaan sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya 

memiliki fungsi: 

¶ Ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang; 

¶ Jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan 

keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi 

barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi;  

¶ Jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan 

pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya. 



 

2-78 
 

Sistem perkotaan terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKN dan PKW 

ditentukan oleh pemerintah, sedangkan PKL ditetapkan dalam RTRW 

Provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk 

mendorong perkembangan kawasan perbatasan ditentukan Pusat Kegiatan 

Strategis Nasional (PKSN). 

Rencana sistem perkotaan Provinsi Papua Tengah berdasarkan Perda 

No. 23 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 

Tahun 2013-2033 ditentukan sebagai berikut:  

Tabel 2.20  Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Papua Tengah Berdasarkan 
RTRW Provinsi Papua Tahun 2013 -2033  

No. 
Provinsi 
Papua 
Tengah 

RTRWN RTRW Provinsi Papua 

 PKN   PKW  
 

PKSN  
 PKN   PKW   PKL  

 
PKSN  

1 Nabire   
Nabir
e 

    Nabire 
Topo 
Karadiri 

  

2 Paniai         Enarotali     

3 
Puncak 
Jaya 

          
Mulia 
Fawi 

  

4 Mimika Timika   Timika  

Mimika 
Baru 
Mimika 
Barat 
Jauh 

 

5 Puncak      Ilaga  

6 Dogiyai      Kigamani  

7 Intan Jaya      Sugapa  

8 Deiyai      Waghete  

Sumber : Perda No. 23 tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033 

 

2.3.7 Profil Kependudukan dan Sumber Daya Manusia  

Kependudukan merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

perencanaan perkembangan suatu wilayah. Perkembangan suatu wilayah 

ditentukan berdasarkan karakteristik penduduk, pada bagian ini akan 

dibahas mengenai jumlah penduduk, kepadatan penduduk, laju 

pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, ketenagakerjaan hingga 

indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Tengah.  
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2.3.7.1 Jumlah Penduduk  

Jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah berdasarkan data terakhir 

Badan Pusat Statistika masing-masing kabupaten pada tahun 2022 

berjumlah 1.418.110 jiwa. Pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021 

jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah berjumlah 1.400.179 jiwa, tahun 

2020 sebanyak 1.342.497 dan tahun 2019 sebanyak 1.000.578 jiwa. 

Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Mimika 

dengan jumlah penduduk 316.925 jiwa dan kabupaten dengan jumlah 

penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Deiyai sebanyak 102.168 jiwa. 

Berikut merupakan tabel jumlah penduduk menurut Kabupaten di Provinsi 

Papua Tengah tahun 2018-2022.  

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah 
Tahun 2018-2022 

No  Kabupaten  
Jumlah Penduduk  

2018  2019  2020  2021  2022  

1 Kabupaten Nabire  147921  150308  169136  170914  173043  

2 Kabupaten Paniai  170193  173392  220410  223467  227223  

3 Kabupaten Puncak Jaya  119772  123591  175901  219128  224527  

4 Kabupaten Mimika  183491  219689  311969  316295  316925  

5 Kabupaten Puncak  111182  113204  114741  116044  117359  

6 Kabupaten Dogiyai  96950  97902  116206  117818  119815  

7 Kabupaten Intan Jaya     49293  135043  136047  137050  

8 Kabupaten Deiyai     73199  99091  100466  102168  

Provinsi Papua Tengah  829509  1000578  1342497  1400179  1418110  

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten di Provinsi Papua 

Tengah, terdapat data jumlah penduduk pada tahun 2018 di dua kabupaten 

yang masih belum tersedia yaitu Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan 

Jaya. 

2.3.7.2 Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 

persebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk suatu daerah 

dihitung berdasarkan angka jumlah penduduk per luas wilayah daerah 

tersebut. semakin luas wilayah dan semakin sedikit jumlah penduduk maka 

semakin rendah untuk kepadatan penduduknya. Sebaliknya, semakin 
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banyak penduduk dengan luas wilayah yang tidak terlalu luas makan 

semakin tinggi kepadatan penduduknya.  

Tabel 2.22 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua 
Tengah Tahun 2022 

No   Kabupaten   
Jumlah 

Penduduk   

Luas Wilayah 

(km2)   

Kepadatan 

Penduduk   

1  Kabupaten Nabire   173.043   11800,20 14,66 

2  Kabupaten Paniai    227.223   5306,29   42,82 

3  Kabupaten Puncak Jaya   224.527   5996,94 37,44 

4  Kabupaten Mimika   316.925   18335,19   17,29 

5  Kabupaten Puncak   117.359   7709,14   15,22 

6  Kabupaten Dogiyai   119.815   3790,50   31,61 

7  Kabupaten Intan Jaya    137.050   5335,59   25,69 

8  Kabupaten Deiyai   102.168   2845,90   35,90 

Provinsi Papua Tengah   1.418.110   61119,76   23,20  

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2023 

Berdasarkan Tabel 3.18 kepadatan penduduk tertinggi berada di 

Kabupaten Paniai dengan kepadatan penduduk 42,82 jiwa/km2. Artinya di 

Kabupaten Paniai terdapat 42-43 orang dalam satu km2 . Kabupaten dengan 

kepadatan penduduk yang paling rendah berada di Kabupaten Nabire 

sebesar 14,66 jiwa/km2 yang artinya hanya terdapat 14 hingga 15 orang 

dalam satu km2. Untuk rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Papua 

Tengah berada pada angka 23,22 jiwa/km2, yang berarti  dalam 1 km2 dihuni 

oleh lebih kurang 23 orang. Jika dibandingkan dengan provinsi di Indonesia 

lainnya, angka ini termasuk kecil dengan angka kepadatan tertinggi berada 

di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 15.978 jiwa/km2.   
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Gambar 2.22 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 
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2.3.7.3 Laju Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk diartikan sebagai perubahan penduduk di 

suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. 

Perubahan jumlah penduduk ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu 

seperti jumlah kelahiran, jumlah kematian dan perpindahan penduduk. 

Tingkat pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memprediksi 

jumlah penduduk di suatu wilayah yang bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan dasar penduduk seperti di bidang sosial, politik dan ekonomi.  

Laju pertumbuhan penduduk diartikan sebagai perubahan jumlah 

penduduk di suatu wilayah tertentu pada setiap tahunnya. Fungsi 

perhitungan laju pertumbuhan penduduk sebagai komponen proyeksi 

penduduk dimasa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk biasa 

disimbolkan dengan r, dengan ketentuan:  

¶ jika nilai r>0 maka pertumbuhan penduduk positif atau terjadi 

penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya  

¶ jika nilai r<0 artinya pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi 

pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya  

¶ jika nilai r=0 artiya tidak terjadi perubahan apapun dalam jumlah 

tahun penduduk dari tahun sebelumnya.  

Berikut merupakan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua 

Tengah Tahun 2023: 

Tabel 2.23 Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten di Provinsi 
Papua Tengah Tahun 2023 

No  Kabupaten  
Jumlah Penduduk  Laju Pertumbuhan 

Penduduk  2020  2021  2022  

1 Kabupaten Nabire  169136  170914  173043  2,68  

2 Kabupaten Paniai  220410  223467  227223  3,69  

3 Kabupaten Puncak Jaya  175901  219128  224527  8,3  

4 Kabupaten Mimika  311969  316295  316925  5,54  

5 Kabupaten Puncak  114741  116044  117359  2,1  

6 Kabupaten Dogiyai  116206  117818  119815  3,27  

7 Kabupaten Intan Jaya  135043  136047  137050  12,8  

8 Kabupaten Deiyai  99091  100466  102168  4,78  

Provinsi Papua Tengah  134249  
140017

9  
1418110  5,395  

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2023 
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Berdasarkan Tabel 3.19 Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua 

Tengah sebesar 5,4 per tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk 

tertinggi berada pada Kabupaten Intan Jaya dengan laju pertumbuhan 

penduduk 12,8 dan laju pertumbuhan penduduk terendah pada Kabupaten 

Puncak dengan angka 2,1.  

2.3.7.4 Komposisi dan Struktur Penduduk  

Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk 

berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan biasanya usia, jenis 

kelamin, pekerjaan dan angka ketergantungan. Pada bagian ini, komposisi 

penduduk akan dilihat berdasarkan umur penduduk. Komposisi penduduk 

berdasarkan umur digunakan untuk mengelompokkan penduduk suatu 

daerah berdasarkan rentang usia tertentu. Pengelompokan ini biasanya 

ditunjukkan untuk menentukan jumlah penduduk dalam usia produktif dan 

usia non produktif. Komposisi penduduk mempengaruhi struktur penduduk 

suatu wilayah. Secara umum, struktur penduduk dibedakan menjadi:  

¶ struktur penduduk muda (usia Ò 14 tahun) 

Daerah dengan struktur penduduk muda mengindikasikan bahwa 

penduduk usia muda lebih besar akibat tingkat kelahiran yang lebih 

tinggi dibandingkan tingkat kematian.  

¶ Struktur penduduk dewasa (usia 15-64 tahun) 

Daerah dengan struktur penduduk usia dewasa dipengaruhi oleh 

tingkat kelahiran dan kematian yang sama-sama rendah  

¶ Struktur penduduk usia tua (usia Ó 65 tahun) 

Daerah dengan struktur ini dipengaruhi tingkat kelahiran yang rendah 

dan tingkat kematian tinggi.  

Berdasarkan hasil olah data kelompok umur, bentuk piramida 

penduduk  masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Tengah memiliki 

piramida penduduk yang tidak jauh berbeda. Berikut merupakan penjelasan 

tentang bentuk piramida penduduk empat kabupaten di Provinsi Papua 

Tengah.  
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1. Kabupaten Nabire  

Bentuk struktur penduduk Kabupaten Nabire adalah piramida 

ekspansif yang menunjukkan bahwa usia produktif mendominasi 

struktur penduduk di Kabupaten Nabire. Gambar 3.24 menunjukkan 

bahwa pada bagian bawah yang merupakan kelompok umur usia 

produktif melebar lalu mengerucut hingga ujung piramida. Artinya, 

jumlah kelahiran tinggi dan tingkat kematian juga tinggi. Oleh karena 

itu, di Kabupaten Nabire didominasi oleh penduduk berusia produktif.    

 
Sumber: BPS Kabupaten Nabire, 2023  

Gambar 2.23 Piramida Penduduk Kabupaten Nabire 2023  

2. Kabupaten Dogiyai  

Kabupaten Dogiyai memiliki piramida penduduk yang berbentuk 

piramida ekspansif dengan jumlah penduduk terbanyak di usia 

produktif. Hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran bayi tinggi dan 

angka kematian juga tinggi. Piramida ekspansif menandakan bahwa 

suatu daerah ini sedang dalam keadaan bertumbuh.  
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Sumber: BPS Kabupaten Dogiyai, 2023 

Gambar 2.24 Piramida Penduduk Kabupaten Dogiyai 2023  

3. Kabupaten Deiyai  

Seperti Kabupaten Nabire, piramida penduduk Kabupaten Deiyai 

juga berbentuk piramida ekspansif dengan dominasi penduduk berada 

dalam kategori usia produktif. Bentuk piramida ekspansif di 

Kabupaten Deiyai melebar diarah usia 10 hingga 55 tahun dan 

mengerucut di usia lebih dari 65 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar penduduk Kabupaten Deiyai berusia dianatar 10-55 

tahun atau usia produktif.  

 
Sumber: BPS Kabupaten Dogiyai, 2023 

Gambar 2.25 Piramida Penduduk Kabupaten Deiyai 2023  
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4. Kabupaten Paniai  

Bentuk piramida Kabupaten Paniai adalah piramida ekspansif 

dengan dominasi penduduk dalam rentang usia 15 hingga 50 tahun. 

Bentuk piramida ini semakin mengerucut ke puncak yang artinya 

tingkat kematian di Kabupaten Paniai cukup tinggi. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Paniai 

cukup cepat sehingga dibutuhkan banyak lapangan pekerjaan.  

Berdasarkan data struktur penduduk empat dari delapan kabupaten 

di Provinsi Papua Tengah dapat disimpulkan bahwa rata-rata piramida 

penduduk berbentuk piramida ekspansif. Hal ini menunjukkan bahwa 

Provinsi Papua Tengah didominasi oleh penduduk dengan usia muda dengan 

angka kelahiran yang cukup tinggi dibandingkan penduduk usia tua. Ciri 

piramida ekspansif biasanya memerlukan banyak perencanaan yang 

mengacu kepada penduduk usia muda, contohnya dalam penyediaan 

lapangan pekerjaan agar tidak menjadi permasalahan di masa depan.  

2.3.7.5 Ketenagakerjaan  

Ketenagakerjaan berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 

Dalam ketenagakerjaan aspek yang diperhatikan berkaitan dengan kelompok 

tenaga kerja. Terdapat dua kelompok tenaga kerja yaitu kelompok angkatan 

kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja 

merupakan kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang 

mencari pekerjaan. Angkatan kerja dikenal juga sebagai kelompok usia 

produktif dengan rentang usia 15-65 tahun. Sebaliknya, kelompok bukan 

angkatan kerja merupakan kelompok penduduk dalam usia tidak aktif 

mencari pekerjaan.  

Tabel 2.24 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua 
Tengah Tahun 2022 

No Kabupaten/Kota  
Jenis Kelamin  

Total  Persentase  
Laki-Laki   Perempuan   

1 Kabupaten Nabire  61.029  52.178  113.207 4,42%  

2 Kabupaten Paniai   63.952  59.695  123.647  4,83%  

3 
Kabupaten Puncak 

Jaya  
55.308  47.082  102.390  4%  
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No Kabupaten/Kota  
Jenis Kelamin  

Total  Persentase  
Laki-Laki   Perempuan   

4 Kabupaten Mimika  95.436  70.165  165.601  6,47%  

5 Kabupaten Puncak  43.028  39.517  82.545  3,22%  

6 Kabupaten Dogiyai  33.927  34.830  68.757  2,69%  

7 Kabupaten Intan Jaya   19.429  18.462  37.891  1,48%  

8 Kabupaten Deiyai  28.210  27.039  55.249  2,16%  

Provinsi Papua Tengah   400.319  348.968  749.287    

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Papua, 2023  

Berdasarkan Tabel 3.20, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua 

Tengah adalah 749.287 jiwa yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

usia kerja atau usia produktif lebih dari setengah jumlah penduduk Provinsi 

Papua Tengah secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari 

setengah penduduk Papua Tengah dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya 

dalam pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh, penduduk usia 

produktif merupakan modal besar dalam peningkatan perekonomian, 

kesejahteraan, pendapat dan daya saing wilayah.  

Tabel 2.25 Persentase Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat 
Pendidikan yang ditamatkan, 2023 

Kabupaten/Kota  

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang 

ditamatkan  

< = SD  SMP  SMA/SMK  Diploma keatas   

Kabupaten Nabire  32,48  17,28  34,92  11,93  

Kabupaten Paniai   67,37  18,72  11,94  1,97  

Kabupaten Puncak 

Jaya  
70,23  21,16  7,92  0,68  

Kabupaten Mimika  28,94  12,68  47,72  10,67  

Kabupaten Puncak  99,75  0,06  0,15  0,03  

Kabupaten Dogiyai  74,21  18,57  6,45  0,77  

Kabupaten Intan Jaya   81,94  12,53  5,53  0  

Kabupaten Deiyai  80,88  13,75  4,88  0,49  

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Papua, 2023 

Selain persebaran penduduk usia menurut jenis kelamin, data terkait 

angkatan kerja juga dirincikan berdasarkan tingkat pendidikan yang 

ditamatkan. Berdasarkan Tabel 3.21 tingkat pendidikan penduduk Provinsi 

Papua Tengah paling tinggi adalah Diploma ke atas dengan persentase 

tamatan tertinggi adalah penduduk dari Kabupaten Nabire. Sedangkan 
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persentase tamatan terendah berada di Kabupaten Intan Jaya. Sedangkan 

untuk tingkat pendidikan SMA/SLTA sederajat, persentase tamatan tertinggi 

adalah penduduk Kabupaten Mimika. 

2.3.7.6 Angka Kemiskinan Penduduk 

Provinsi Papua Tengah yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi 

Papua yang merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin 

tertinggi yaitu sebesar 26,80%. Berdasarkan data Garis Kemiskinan Provinsi 

Papua pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 669.469,- per kapita per bulan. 

Secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Papua memiliki anggota 

rumah tangga sebanyak empat sampai lima orang. Dengan garis kemiskinan 

sebesar Rp 686. 469,- maka rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga 

adalah sebesar Rp 3.418.616/bulan. Gambar 3.27 menunjukkan jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2023. Berdasarkan 

data tersebut, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten 

Painai dengan jumlah 62,57 ribu penduduk miskin. Sedangkan untuk 

jumlah penduduk miskin terkecil berada di Kabupaten Intan Jaya yaitu 

sebanyak 21.31 ribu penduduk miskin.  

 
Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Papua, 2023 

Gambar 2.26 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Papua Tengah (ribu jiwa), 
2023  

2.3.7.7 Indeks Pembangunan Manusia  

Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran perbandingan dari 

harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Indeks 

Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses 
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hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan 

dan lainnya. Interpretasi nilai IPM dinyatakan òsemakin tinggi nilai IPM suatu 

daerah (mendekati nilai 100) maka semakin bagus tingkat indeks 

pembangunan manusia di daerah tersebutó. Menurut panduan Badan Pusat 

Statistik status pencapaian IPM terbagi menjadi empat kelompok yaitu :  

¶ Sangat tinggi : Skor IPM > 80  

¶ Tinggi  : Skor IPM antara 70-80  

¶ Sedang  : Skor IPM antara 60-70  

¶ Rendah  : Skor IPM antara 60  

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Papua secara 

keseluruhan adalah 61,39, angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,27 

persen dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Provinsi Papua sudah 

termasuk dalam kelompok sedang sedangkan  Kabupaten di Provinsi Papua 

Tengah yang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi adalah 

Kabupaten Mimika dengan nilai 74,48 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pembangunan di Kabupaten 

Mimika sudah cukup baik. Sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten 

Dogiyai dan Puncak yang mengindikasikan perlunya peningkatan untuk 

kualitas indeks pembangunan manusia yang dapat dilakukan melalui 

peningkatan pendapatan, kesehatan, maupun pendidikan penduduk daerah 

tersebut.  

 
Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Papua, 2023 

Gambar 2.27 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tengah, 2023 
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2.3.7.8 Kondisi Sosial dan Budaya  

a) Perkampungan  

Perkampungan merupakan konsentrasi kegiatan penduduk yang 

berfungsi sebagai pengembangan lahan permukiman kampung dan aktivitas 

penunjangnya. Arahan pengembangan sistem pusat permukiman kampung 

didasarkan pada hasil survei lapangan menggunakan GPS ke kantor-kantor 

kampung, distrik, maupun kabupaten yang dapat dijangkau dan dari 

sumber-sumber yang memiliki peta atau posisi pemukiman di Papua, dengan 

kecenderungan: 

o Lokasi kampung yang berkelompok akan tumbuh pesat yang akan 

mengarah pada terbentuknya kawasan perkotaan dan berdampak 

pada tingginya kebutuhan sarana dan prasarana, serta perubahan 

fungsi lahan. 

o Lokasi kampung yang tersebar akan memiliki pertumbuhan relatif 

lambat, akan membentuk kawasan perdesaan yang berorientasi pada 

pengelolaan sumber daya alam. 

o Lokasi kampung yang berada di kawasan hutan akan mengalami 

pertumbuhan lambat  dan mengarah pada kawasan terpencil. 

Secara spasial kegiatan perkampungan, diarahkan untuk dapat saling 

bersinergi dan saling menunjang satu sama lain dalam pemenuhan 

kebutuhan pembangunan masing-masing.  

Hal ini perlu dipertimbangkan dalam menata dan mengembangkan 

wilayah di Provinsi Papua, sehingga  keterkaitan  antara   perkampungan dan 

perkotaan dapat terwujud. Konsentrasi permukiman kampung berkembang 

secara linier mengikuti pola jaringan dan bentuk jaringan jalan dengan 

mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas dalam menunjang aktivitas  

pelayanan masyarakat. Sedangkan kecenderungan pembentukan pola 

permukiman menyebar dan berkelompok dengan   konsentrasi dekat dengan 

tempat aktivitas, membentuk perkampungan dengan kelengkapan sarana 

dan prasarana pendukung sosial dan ekonomi. Kawasan permukiman 

kampung secara konsentris berkembang menjadikan pusat-pusat 

perkampungan sebagai pusat pelayanan dengan kegiatan informal dalam 

skala yang terbatas, utamanya akses ke kawasan perkotaan. 
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Peranan kawasan kampung tidak hanya sebagai kawasan belakang 

(penyangga) terhadap kawasan perkotaan, akan tetapi diharapkan akan 

membentuk jaringan inter-koneksitas antara kawasan perdesaan dengan 

kawasan perkotaan, dalam hal akan saling menunjang kegiatan ekonomi 

masing-masing.  

Pusat permukiman kampung dikembangkan untuk memberikan 

dukungan terhadap kawasan perkotaan dan memberikan hubungan sinergi 

antar kawasan. Dengan demikian arahan pengembangan kawasan kampung 

diarahkan pada sistem kegiatan berikut : 

o Permukiman kampung yang lokasinya tersebar. 

o Budidaya pertanian (tanaman pangan, tanaman keras, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan), sesuai dengan potensi kesesuaian lahan. 

Kegiatan pada kawasan kampung harus memperhatikan ketentuan 

yang telah ada mengenai kawasan lindung, suaka alam dan cagar budaya. 

Lokasi keberadaan permukiman menurut ketinggian tempat huniannya 

dapat menunjukkan karakter umum kehidupan masyarakatnya. Sebagai 

contoh, sagu tidak tumbuh di Pegunungan Tengah, melainkan di pesisir 

utara dan selatan yang berawa. Sebaliknya masyarakat Pegunungan Tengah 

mengandalkan umbi sebagai makanan pokok mereka. Sebuah kabupaten 

yang memiliki permukiman di beberapa kelompok ketinggian tentunya lebih 

rumit pengelolaannya dibandingkan dengan kabupaten lain yang hanya 

berada pada satu atau dua kelompok ketinggian. 

b) Suku  

Provinsi Papua Tengah mencakup wilayah adat Meepago yang merujuk 

pada Suku Mee. Suku Mee adalah suku yang mendiami kawasan 

pegunungan tengah, di bagian barat. Mee diartikan sebagai orang-orang yang 

telah dipenuhi dengan akal budi yang sehat, dapat berpikir secara logis, 

dapat membedakan suku ini dari suku yang lain, dapat membedakan barang 

miliknya dengan milik orang lain, daerah garapannya dengan garapan milik 

orang lain dan dapat menaati amanat-amanat yang diwariskan oleh leluhur. 

Suku Mee memiliki pantangan dan larangan paling utama adalah hal 

perzinaan. Wilayah adat Meepago meliputi enam dari delapan Provinsi Papua 
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Tengah yaitu Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai dan 

Mimika. Suku Mee mempercayai Ugatame yang menciptakan dunia dari lima 

unsur yakni roh, manusia, binatang, tumbuhan dan benda-benda tak 

bernyawa.  

Pola perkampungan, masyarakat Mee tinggal dalam kampung yang 

berdekatan satu sama lain dan membentuk suatu federasi yang dipimpin 

oleh seorang Tonowi. Mayoritas Suku Mee memusatkan sistem pencaharian 

mereka dengan bertani dan beternak. Namun sebagian juga melakukan 

kegiatan di bidang perikanan dan perdagangan. 

Selain Suku Mee, daerah lain seperti  Kabupaten Nabire dihuni oleh 

suku-suku di pesisir yang termasuk kedalam wilayah adat Saireri 

diantaranya suku Yaur, Wate, Mora, Umari, Gwoa dan Yerisiam. Selain itu, 

di wilayah pegunungan terdapat Mee, Moi, dan Auye (Napan). Bagian tengah 

provinsi ini terdapat Danau Paniai yang dihuni oleh suku Moni dan suku 

Wolani. Sedangkan Pegunungan Jayawijaya sebelah timurnya, dihuni suku-

suku seperti Amungme, Damalme, Dem, Turu (Iau), Wano serta suku-suku 

yang juga bisa ditemui di Papua Pegunungan seperti Dani, Lani, Nduga 

(Dauwa). Sedangkan dibagian pesisir Papua Tengah (Kabupaten Mimika) di 

huni oleh Suku Kamoro dan Suku Sempan.  

c) Kebudayaan  

Kebudayaan di Provinsi Papua Tengah cukup unik dan berbeda dari 

wilayah Indonesia lainnya. Masing-masing suku memiliki keunikan dan ciri 

khas budaya yang berbeda. Kebudayaan yang akan dibahas berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari seperti koteka, noken, ukiran kamoro dan 

rumah adat. 

¶ Rumah Adat 

Rumah adat di Papua Tengah beraneka ragam sesuai dengan 

kebudayaan dan geografis wilayah masing-masing, contohnya honai 

Suku Dani di Puncak Jaya, rumah emawa Suku Mee di Paniai, Deiyai, 

dan Dogiyai, serta rumah karapao suku Kamoro di Mimika. Suku Mee 

hidup di dataran tinggi di tepian Danau Paniai, Tigi, dan Tage. Rumah 
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adat Suku Mee cukup sederhana terdiri atas dinding kayu dengan atap 

dari daun rumbia atau alang-alang.  

Rumah emawa tersusun atas tiga bagian yaitu loteng di bagian 

atas untuk menyimpan panah, kayu bakar, dan atribut lain, ruang 

tengah sebagai tempat tidur dan tungku api, dan terakhir adalah 

kolong rumah di bagian bawah karena rumah adat ini berbentuk 

rumah panggung sebagai adaptasi geografinya yang mengalami pasang 

surut danau dan sungai. Suku Mee juga membagi rumah adat menjadi 

beberapa jenis yaitu rumah jame owaa untuk laki-laki, kegita owaa 

untuk perempuan, dan uguwo owaa untuk keluarga. 

¶ Ukiran Kamoro 

Seni ukir kayu banyak dipraktekkan oleh suku-suku pesisir 

selatan Papua seperti Suku Asmat di Papua Selatan dan Suku Kamoro 

yang menghuni Mimika di pesisir selatan Papua Tengah. Seni ukir 

Kamoro saat ini belum begitu terkenal seperti ukiran Asmat yang 

sudah mendunia sehingga sekarang diupayakan untuk melakukan 

promosi dan membantu pengukir untuk menjual ke pasar yang lebih 

luas. Seni ukir ini juga disebut maramowe dan terdiri dari berbagai 

bentuk seperti yamate (perisai), wemawe (patung orang) dan mbitoro 

atau tiang yang menggambarkan leluhur. Mbitoro adalah tiang yang 

terbuat dari kayu bakau dengan pola ukiran figur-figur manusia, tiang 

ini memiliki kemiripan dengan tiang Bisj buatan Suku Asmat. Mbitoro 

banyak dipajang di depan rumah adat karapau.  

¶ Noken  

Noken merupakan tas tradisional khas Papua tepatnya di 

Kabupaten Dogiyai. Noken berbentuk jaring-jaring yang terbuat dari 

akar kayu pohon atau daun yang dikeringkan berupa tali-tali yang kuat 

dan dirajut menjadi tas jaring. Keberadaan Noken Papua telah diakui 

Dunia dengan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau 

warisan dunia oleh Lembaga Kebudayaan Dunia. Noken digunakan 

pada kegiatan sehari-hari, sebagian besar penduduk Papua akan 

menggunakan Noken sebagai wadah untuk membawa barang-barang 

mereka.  
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¶ Koteka  

Koteka adalah penutup kelamin tradisional pria yang dipakai 

oleh beberapa suku pedalaman di pegunungan Papua Tengah, seperti 

suku Amungme, suku Damal, suku Mee, suku Moni, suku Wano, dll. 

Koteka terbuat dari buah labu panjang (Lagenaria siceraria) yang isinya 

dibuang dan dibakar, di mana setiap suku dan mungkin kampung 

memiliki perbedaan bentuk koteka. Pemerintah pada masa Orde Baru 

meluncurkan Operasi Koteka untuk menghapuskan penggunaan 

koteka dan diganti dengan pakaian modern, salah satunya dengan 

menjatuhkan puluhan ton pakaian ke pedalaman menggunakan 

pesawat terbang. Berangsur-angsur penggunaan koteka di kehidupan 

sehari-hari semakin menurun, namun koteka tetap dipakai untuk 

kepentingan perayaan atau pariwisata. Koteka tercatat sebagai 

Warisan Budaya Takbenda oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Indonesia. 

d) Mata Pencaharian  

Mata pencaharian masyarakat Papua Tengah bergantung terhadap 

lokasi dari masing-masing wilayah. Provinsi Papua Tengah terdiri dari daerah 

pesisir, daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Sebagian besar 

penduduk di daerah dataran tinggi memiliki mata pencaharian berkebun dan 

beternak secara sederhana. Jenis komoditi perkebunan yang dikembangkan 

adalah kopi, apel, jeruk, nanas dan pisang. Sedangkan jenis komoditi 

peternakan yang paling menonjol adalah babi, kelinci dan ayam buras. Selain 

itu, bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedalaman/ 

pegunungan umumnya bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan 

mengumpulkan hasil hutan.  

Masyarakat yang hidup di daerah pesisir pada umumnya memiliki 

mata pencaharian di bidang perikanan sebagai nelayan. Hasil komoditi 

perikanan yang mereka hasilkan cukup beragam seperti ikan mas dan ikan 

nila merah untuk jenis perikanan darat dan pariwisata untuk daerah pesisir 

pantai. Pada dataran rendah, masyarakat Provinsi Papua memiliki mata 

pencaharian di sektor pertanian sebagai petani tradisional. Komoditas 
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pertanian yang menonjol di antaranya kentang, kedelai, kacang hijau, kacang 

tanah, kubis, wortel dan sawi.  

e) Mobilitas Penduduk  

Pembangunan sarana prasarana transportasi di Provinsi Papua sedang 

gencar dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam beberapa tahun 

terakhir. Pembangunan ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya 

konektivitas antar daerah di Papua. Pembangunan jalan direncanakan 

dengan total panjang 3.642 kilometer. Pembangunan jalan ini mempermudah 

dan menjadi jembatan distribusi barang untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat lokal. Selain melakukan pembangunan jalan di darat, 

pemerintah juga menitikberatkan peningkatan fungsi bandara dengan 

membangun bandara di pegunungan Papua, hal ini disebabkan terdapat 

beberapa daerah di Papua khususnya daerah pegunungan sangat 

bergantung pada konektivitas transportasi udara. Sebelum adanya 

pembangunan jalan ini, mobilitas masyarakat Papua khususnya Papua 

Tengah cukup terbatas. Masyarakat Papua Tengah telah terbiasa untuk 

berpindah dari satu tempat menuju tempat lain dengan berjalan kaki dengan 

jarak yang cukup jauh dan memakan waktu yang lama.  

 

2.3.8 Profil Prasarana Wilayah 

2.3.8.1 Profil Sistem Jaringan Transportasi 

Sektor transportasi merupakan salah satu jaringan distribusi barang 

dan orang/ penumpang yang berkembang sangat dinamis. Selain itu, sektor 

transportasi juga berperan di dalam mendukung, mendorong serta 

menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan ekonomi, 

politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor 

transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung 

sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. 

Keberhasilan sektor transportasi dapat dilihat dalam kapasitas yang tersedia, 

kualitas layanan, aksesibilitas, keterjangkauan beban publik, dan utilisasi. 

Sistem jaringan transportasi di Provinsi Papua Tengah dibagi menjadi 
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jaringan jalan, terminal, jalan rel, jaringan sungai, danau, dan 

penyeberangan, jaringan transportasi laut, dan bandar udara. 

1) Transportasi Darat  

A. Jalan  

Jaringan jalan memiliki keterkaitan yang menunjang tercapainya 

struktur tata ruang suatu wilayah untuk mendukung kegiatan secara 

optimal sesuai dengan hierarkinya. Jalan mempunyai peranan penting 

terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang 

seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan 

dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. 

Sedangkan kondisi jaringan jalan Provinsi Papua Tengah masih mengacu 

pada sumber Rencana pengembangan jaringan jalan di Provinsi Papua dalam 

RTRW Provinsi induk Papua tahun 2013, dan sistem jaringan jalan strategis 

Nasional dan jalan nasional. Jaringan jalan yang terdapat di Provinsi Papua 

Tengah berdasarkan data RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033 yaitu :  

1. Jalan Nasional  

a. Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Jayapura ð Sarmi ð 

Mamberamo Raya ð Waropen - Nabire; 

b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Kimibay-Batas Kota Nabire  

c. Jaringan Jalan Arteri Primer Timika ð Waghete- Enarotali 

d. Jaringan jalan Arteri primer Wamena ð Karubaga - Mulia 

2. Jalan Provinsi  

a. Jaringan jalan kolektor primer Nabire ð Waghete - Enarotali; 

b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Enarotali ð Sugapa. 
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Gambar 2.28 Peta Jaringan Jalan Provinsi Papua Tengah


























































































































































































































































































